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Kata Pengantar 

Partai politik merupakan pilar penting di setiap negara demokrasi modern. Kehadiran partai politik 
merupakan representasi dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kesadaran tentang 
urgensi partai politik dalam kehidupan bernegara selalu dikaitkan dengan isu keuangan partai politik. 
Sebab keuangan menjadi faktor yang paling menentukan agar partai politik dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Keuangan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam aktivitas 
partai politik meliputi operasional kelembagaan maupun kampanye pemilu. 

Menyadari peran vital partai politik di negara demokrasi, Transparency International Indonesia terus 
mendorong agar dilakukan penataan terhadap kelembagaan partai politik, khususnya dalam aspek 
keuangan. Kali ini dorongan tersebut diejawantahkan dengan meluncurkan kajian berjudul “Kajian 
Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia”, ditulis oleh Ihsan Maulana dan B. Linggar 
Yekti Nugraheni, dua orang peneliti senior yang masing-masing berlatar belakang ilmu hukum dan 
ilmu akuntansi. 

Dengan diluncurkannya kajian ini, diharapkan isu penataan keuangan partai politik semakin mendapat 
perhatian banyak pihak, terutama dari mereka yang merupakan para pengambil kebijakan di 
Indonesia. 

 

Transparency International Indonesia 



KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

v 

 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR ISI 
 
 

PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 

B. Metodologi Penelitian.............................................................................. 5 

PEMBAHASAN ................................................................................................... 7 

A. Badan Hukum Partai Politik .................................................................... 7 

B. Orientasi Entitas Partai Politik .............................................................. 22 

C. Tata Kelola Keuangan Partai Politik Dengan Pemilihan Umum .......... 31 

D. Laporan Keuangan Partai Politik Dalam Rezim Informasi Publik ........ 39 

E. Mengatasi Tantangan Sebelumnya Dalam Implementasi  
Reformasi Keuangan Partai.................................................................. 46 

F. Implementasi ......................................................................................... 49 

G. Linimasa Pelaksanaan .......................................................................... 54 

PENUTUP ......................................................................................................... 57 

A. Kesimpulan ........................................................................................... 57 

B. Rekomendasi ........................................................................................ 58 

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 61 
  



KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

vi 

  



KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

1 

 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
 

Keuangan merupakan komponen kunci bagi sebuah partai politik. Keuangan 
menentukan kemampuan kerja partai politik, mulai dari di lingkup operasional 
hingga lingkup sirkulasi kekuasaan. Namun keuangan juga memiliki aspek lain, 
yang apabila diabaikan dapat merusak partai politik itu sendiri dari dalam. Aspek 
tersebut ialah bagaimana keuangan dipertanggungjawabkan, dijelaskan asal-
usulnya, dan dijelaskan peruntukannya.  
 
Oleh sebab itu, muncul kebutuhan adanya pelaporan keuangan partai politik yang 
dilakukan secara periodik, disusun berdasarkan standar dan pedoman tertentu 
agar dapat dipahami penggunanya, dan dipublikasi secara transparan. Semua 
gagasan ini idealnya menjadi desain pengaturan tata kelola keuangan partai 
politik di suatu negara yang demokratis. 
 
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sayangnya masih memiliki 
banyak kelemahan terkait dengan pengaturan tata kelola keuangan partai politik.  
 
Sebagai contoh, UU Parpol belum mendefinisikan standar laporan keuangan yang 
harus menjadi acuan laporan keuangan partai politik. UU Parpol juga kurang 
menaruh perhatian terhadap keuangan partai yang datangnya bukan dari 
anggaran negara (seperti iuran anggota dan sumbangan individu/badan). 
Padahal, dari sumber non-negara inilah yang menutupi sebagian besar kebutuhan 
keuangannya. Penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
menunjukkan bahwa bantuan keuangan dari negara hanya menutupi kurang dari 
5% kebutuhan tersebut. 
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Sejumlah kelemahan di dalam UU Parpol ini akhirnya memiliki konsekuensi pada 
berimplikasi terhadap praktik pengelolaan keuangan partai yang tidak transparan 
dan akuntabel. Hal ini bukan hanya terjadi di satu atau dua partai, melainkan 
nyaris di setiap partai. Mandat Pasal 39 Ayat (1) UU Parpol, yakni agar keuangan 
partai politik dikelola secara transparan dan akuntabel, akhirnya terhenti hanya 
sebatas norma tanpa jaminan diimplementasikan.  
 
Kewajiban yang dimandatkan UU Parpol, yakni agar pengelolaan keuangan partai 
diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik (Pasal 39 Ayat (2) UU 
Parpol) dan agar partai politik menyiapkan laporan realisasi anggaran, laporan 
neraca, dan laporan arus kas (Pasal 39 Ayat (3) UU Parpol) juga menjadi kewajiban 
semu. Hal ini terutama dikarenakan ketiadaan standar acuan dan tidak adanya 
dukungan, instrumen sanksi. Singkatnya, secara implisit UU Parpol menyerahkan 
aspek penting ini sebagai wujud kepatuhan sukarela dari partai politik. 
 
Menyadari kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU Parpol, pada 2018 Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
mencanangkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang salah satu 
komponennya terkait dengan keuangan partai politik. SIPP ditandatangani pada 4 
Desember 2018 oleh 13 dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Mengacu SIPP, 
terdapat 5 komponen yang menjadi inti dari tata kelola keuangan partai, antara 
lain: 
 

1. Mendorong sistem kemandirian keuangan partai melalui alokasi bantuan 
pendanaan negara yang memadai dan sumber pendanaan lainnya yang sah 
(operasional dan kandidasi); 

2. Alokasi prioritas penggunaan dana bantuan parpol dalam penyusunan sistem 
integritas parpol (rekrutmen, kaderisasi, kode etik, dll); 

3. Penyusunan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses 
oleh publik secara luas; 

4. Pembangunan mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai 
untuk mencegah penyalahgunaan; 

5. Penerapan standar prosedur operasional penggunaan dana partai. 
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Kelima inti di atas berangkat dari permasalahan tata kelola keuangan partai politik 
sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Terlihat, SIPP mendorong logika 
kompensasi, dimana bukan hanya membawa tuntutan tetapi juga keuntungan 
bagi partai politik. SIPP menyadari kebutuhan akan bantuan keuangan yang 
memadai dari negara untuk partai politik juga menjadi perhatian SIPP, perlu 
diikuti dengan jaminan bahwa keuangan partai akan dikelola secara transparan, 
akuntabel, dan terawasi. 
 
Setelah 4 tahun sejak pertama kali diperkenalkan, SIPP yang memuat norma-
norma ideal sayangnya juga tidak berhasil terimplementasi secara efektif 
terutama karena tidak terjadi perubahan atas UU Parpol. Strategi implementasi 
SIPP sendiri memang mencantumkan perubahan UU Parpol sebagai yang utama 
harus dilakukan, selain partai-partai politik diharapkan untuk berbenah secara 
internal. Namun paket UU politik (di dalamnya termasuk UU Parpol) yang gagal 
dihasilkan pada tahun 2021 lalu, membuat prospek implementasi SIPP semakin 
jauh.  
 
Hambatan politis diatas akhirnya merintangi perbaikan tata kelola keuangan 
partai politik di Indonesia. Kesimpulan ini sulit terbantah mengingat proses 
legislasi amat bergantung pada kehendak wakil-wakil partai politik di DPR. Namun 
di sisi lain, juga tak dapat dipungkiri bahwa secara substantif dan praktis 
perbaikan tata kelola keuangan partai politik bukanlah hal yang sederhana. 
Sebagai satu contoh, terkait peningkatan bantuan keuangan dari negara, 
urgensinya harus terlebih dahulu dipahami publik atau ini akan menjadi langkah 
yang menuai penolakan. Karenanya, sebelum sepenuhnya melihat masalah 
perbaikan tata kelola keuangan partai sebagai masalah political will semata, 
penting untuk menyediakan kajian yang komprehensif terkait upaya perbaikan 
tata kelola keuangan partai politik di Indonesia, termasuk memperhitungkan 
dukungan yang dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
 
Penelitian ini menjadi bagian dari upaya menyediakan kajian komprehensif 
tersebut, khususnya terkait politik hukum standarisasi pelaporan keuangan partai 
politik melalui penyempurnaan regulasi. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini akan 
menjawab dua pertanyaan: Pertama, bagaimana substansi penyempurnaan 
regulasi yang diperlukan agar tercipta standar pelaporan keuangan partai politik? 
Kedua, bagaimana substansi penyempurnaan regulasi yang diperlukan agar 
standar pelaporan keuangan partai politik berjalan efektif? 
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Kertas kebijakan ini memiliki 5 (lima) bagian utama. Bagian Pertama, membahas 
terkait dengan status badan hukum partai politik dan bentuk badan hukum partai 
menentukan sumber keuangan partai, wujud pertanggungjawaban, acuan 
laporan keuangan yang nantinya dipergunakan, sampai dengan mekanisme 
kontrol (pengawasan dan sanksi). Bagian Kedua, membahas terkait dengan 
Orientasi Entitas Pelaporan Keuangan Partai Politik. Dalam diskursus akuntansi, 
entitas partai politik paling tepat dilihat sebagai Entitas Berorientasi Non-Laba 
(EBNL). Bagian Ketiga, membahas terkait dengan pengkorelasian tata kelola 
keuangan partai politik dengan Pemilu termasuk terkait optimalisasi Teknologi 
Informasi dalam konteks pembenahan tata kelola keuangan partai politik. Bagian 
Keempat, terkait dengan laporan keuangan partai politik dalam rezim informasi 
publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Bagian Kelima, memperlihatkan terkait 
bagaimana isu keuangan parpol yang sudah sering dibicarakan dan ditulis dalam 
berbagai kajian sulit untuk diimplementasikan dan cenderung gagal dilakukan 
penataan. 
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B. Metodologi Penelitian 
 

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dipakai dalam penelitian 
hukum,1 dalam hal ini penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dalam 
penelitian hukum normatif, yang dilakukan adalah meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder yang ada.2 Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 

 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari ketentuan terkait Undang-
Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan terkait standar pelaporan 
keuangan partai politik yang berkaitan serta Putusan lembaga kekuasaan 
kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, Putusan Komisi Informasi dan 
Peraturan teknis lainnya yang relevan. Cara ini disebut juga dengan menguji 
hubungan dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-
undang lainnya.3 
 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan juga dilengkapi dengan 
pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan yang beranjak 
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dibidang 
ilmu hukum,4 khususnya terkait hukum partai politik dan badan hukum suatu 
lembaga, maka diharapkan akan terbangun suatu argumentasi hukum dalam 
menjawab persoalan yang dikaji. 

         
Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 
studi kepustakaan.5 Studi kepustakaan merupakan metode utama yang 
dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.6 Oleh karena itu, alat 
pengumpulan bahan yang akan digunakan dalam kajian ini adalah studi 
kepustakaan. 

 
1  F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29, terpetik dari Saldi Isra 

(2009) Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, hlm. 141 

2  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13 

3  Ibid, hlm. 93 
4  Ibid, hlm. 95 

5  Bambang Waluyo, (2002), Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 19. 
6  Ibid, hlm. 60 
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Walaupun demikian, untuk memperkuat, memperkaya, dan mempertajam kajian 
terhadap bahan hukum yang ada,  juga akan dilakukan diskusi kelompok terfokus 
dengan melibatkan masyarakat sipil yang memiliki fokus pada keuangan partai 
politik dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kajian ini memang difokuskan untuk 
pembahasan terkait standar pelaporan keuangan partai politik, akademisi dengan 
disiplin ilmu akuntansi, auditor dari ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
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PEMBAHASAN 
 
 
A. Badan Hukum Partai Politik 

 
1. Badan Hukum Publik Partai Politik 

 
Status badan hukum partai politik tidak cukup tegas disebutkan di dalam UU 
Parpol, yaitu apakah parpol merupakan badan hukum publik atau badan 
hukum privat. UU Parpol hanya menyebutkan bahwa partai politik harus 
didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum dan pengesahan 
partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri 
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.7  
 
Badan hukum dapat dikualifikasi sebagai badan hukum publik atau badan 
hukum privat tergantung pada konteks atau hubungan hukum yang 
melibatkan badan hukum partai politik itu sendiri sebagai subjek. 
Ketidaktegasan pengaturan terkait kedudukan badan hukum partai politik 
kemudian semakin terlihat dalam konteks pendefinisan badan hukum partai 
politik sebagai subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia.8 
 

 
7  Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke 
Kementerian untuk menjadi badan hukum dan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengesahan 
Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) 
hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. dan Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa 
Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

8  Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta 
Pergantian Kepengurusan Partai Politik menyebutkan bahwa Badan Hukum Partai Politik adalah 
subjek hukum berupa organisasi Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
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Diberbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status 
suatu badan hukum, memang tidak dapat ditemukan suatu penjelasan, 
pendefinisian dan bahkan batasan kapan suatu badan hukum digolongkan 
sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat. Satu-satunya aturan 
yang menyebutkan suatu badan hukum publik atau badan hukum privat 
adalah di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK yang menyebutkan perihal 
kedudukan hukum siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam 
pengujian undang-undang yakni  badan hukum publik atau privat yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang.9 Untuk melihat apakah parpol sebagai badan 
hukum publik atau sebagai badan hukum privat dapat dilakukan pendekatan 
kepentingan hukum melalui teoritik dan atau praktik yang terjadi dalam 
konteks keperluan hukum suatu parpol. 

 
Status badan hukum dapat dilihat berdasarkan kepentingan hukum yang 
diwakili atau berdasarkan tujuan serta aktivitas badan hukum tersebut 
dijalankan. Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil10 badan hukum publik 
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang 
menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. 
Sedangkan badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan 
berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi 
orang dalam badan hukum tersebut. Badan hukum privat merupakan badan 
swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu seperti, 
mencari keuntungan, pendidikan, sosial, politik, kebudayaan, dan 
sebagainya, menurut hukum yang berlaku secara sah. 

 
   

 
9  Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020  tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “badan 
hukum publik atau privat dapat menjadi pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” 

10  Kansil, C.S.T & Kansil, Cristine S.T, (2002), Pokok-Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 
h.10-13. 
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Meskipun partai politik merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh 
orang pribadi atau sekumpulan orang dengan maksud dan tujuan yang sama. 
Namun pada praktiknya partai politik lebih cenderung menjalankan tugas 
dan fungsinya dalam bidang publik, yakni dengan tujuan merebut kekuasaan 
negara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fungsi partai politik sebagai 
kepentingan publik yang dipertegas dalam Penjelasan UU Parpol yang 
menyebutkan bahwa Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan 
disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna 
mendukung sistem presidensiil yang efektif.11  

 
Merujuk pada ketentuan umum tersebut, dapat dilihat bahwa UU Parpol 
telah mendudukkan parpol memiliki fungsi publik. Selain itu, jika melihat 
pendefinisian badan hukum publik menurut Kansil dan Cristine di atas, badan 
hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik 
atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara 
umumnya. Partai politik sangat memenuhi kualifikasi demikian, karena partai 
politik merupakan subjek untuk kepentingan negara. Partai politik 
merupakan satu-satunya badan hukum yang secara eksplisit di dalam UUD 
dan UU Pemilu memiliki peran dan berpartisipasi dalam proses pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden. UUD 1945 secara spesifik menyebutkan bahwa 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum.12 Selain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, peran 
Parpol sebagai fungsi publik juga dilihat pada peran parpol dalam 
menempatkan wakilnya di lembaga legislatif yakni DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota.13 

 
  

 
11  Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
12  Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum 

13  Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik 



KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

10 

Selain dapat dilihat dari fungsi partai politik yang menjalankan kepentingan 
public dan konstitusional, melihat badan hukum partai politik juga dapat 
dilihat melalui pendekatan Putusan MK. Dalam membuat Putusan pengujian 
undang-udang yang diajukan oleh parpol, MK mencoba mendekatkan fungsi 
parpol sebagai bagian dari pembentuk undang-undang yakni DPR sebagai 
entitas badan publik. Sehingga MK dalam pendiriannya menegaskan bahwa 
partai politik tidak bisa melakukan uji materi undang-undang ke MK. Hal ini 
menandakan bahwa MK telah melihat partai politik sebagai badan hukum 
publik. 
 
Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh sejumlah partai politik menjadi 
landasan awal kedudukan parpol di parlemen merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari DPR sebagai subjek yang ikut membentuk UU dan sebagai 
bagian untuk menjaga etika politik. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK 
di atas pada bagian pertimbangan [3.7.5.2] yang diajukan oleh Partai Bulan 
Bintang (PBB) sebagai Pemohon II yang merupakan badan hukum Partai 
Politik dan Parpol di DPR RI yang telah turut serta dalam proses pembahasan 
UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, tetapi di sisi lain juga 
mengajukan pengujian UU 42/2008 ke MK.  
 
Pada kasus demikian, MK menilai PBB tetap memenuhi syarat kedudukan 
hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian. Namun yang menarik, 
dalam praktik pembentukan UU 42/2008, PBB sebagai partai politik di 
parlemen yang ikut membahas dan menyetujui UU 42/2008 di DPR tetapi 
kemudian mempersoalkan UU tersebut ke MK. Kasus demikian oleh MK 
dipandang sebagai masalah etika politik untuk kemudian di dalam 
pertimbangan yang sama MK mempertimbangkan untuk masa-masa yang 
akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil 
bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan 
secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian 
akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui 
pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.  
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Meski MK mencoba melakukan pendekatan demikian, namun pada 
pertimbangan hukum dalam Putusan yang sama, MK menegaskan bahwa 
partai politik merupakan badan hukum privat yang kemudian dalam 
kedudukan hukum pengujian undang-undang MK terima kedudukan hukum 
partai politik sebagai badan hukum privat.14 Kekhususan lain terkait dengan 
pembubaran partai politik sebagai entitas badan hukum, UUD 1945 
mendesain pembubaran parpol hanya dapat dilakukan melalui Mahkamah 
Konstitusi bukan melalui Pengadilan lain. Hal ini menunjukkan pentingnya 
kedudukan parpol sebagai badan hukum dalam desain konstitusi Indonesia.15 
 
Dalam praktik terbaru, cara pandang MK terhadap partai politik sebagai 
badan hukum publik juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diputus pada 14 Januari 2021 dan 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUUXIX/2021, pada 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah 
mempertimbangkan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 
 

  

 
14  Pertimbangan Hukum [3.7.5.3] Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang 
menyebutkan Bahwa para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia 
Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara), yang masing-
masing sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia pada tanggal 3 April 2008, meskipun para Pemohon juga mendalilkan dalam angka 3 
permohonannya sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 
memiliki kepentingan sama), akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon diterima 
dalam kedudukan hukumnya (legal standing) hanya sebagai badan hukum privat Partai Politik, untuk 
mengajukan permohonan a quo. Akan tetapi, sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki 
kepentingan yang sama, tidak terbukti dari surat kuasa para Pemohon yang menunjukkan bahwa para 
Pemohon juga bertindak dalam kualitas selaku perorangan. 

15  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. 
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Disisi lain, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 207/VI/KIP-PS-M-A/2012 
yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan bahwa rincian program umum 
dan kegiatan Partai Politik serta rincian laporan keuangan partai politik 
seperti rincian neraca dan realisasi anggaran, rincian neraca dan rincian 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan merupakan informasi 
yang terbuka dan harus disediakan oleh partai politik. 
 
Putusan ini menegaskan bahwa keuangan partai politik merupakan laporan 
yang wajib dibuka. Selain Putusan Komisi Informasi Pusat, partai politik sejak 
2013 sudah dikategorikan sebagai badan publik dalam konteks keterbukaan 
informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat melalui kegiatan monitoring 
dan evaluasi.16 Di dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2021, 
Badan Publik Partai Politik mendapatkan nilai 17,84 atau merupakan badan 
publik yang tidak informatif. 17 
 
Jika dikaitkan dengan partai politik sebagai asosiasi warga negara yang 
dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak untuk 
memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun kepentingan 
bangsa melalui pemilihan umum. Dengan memperhatikan prinsip hukum 
perjanjian, maka untuk mendirikan suatu badan hukum setidaknya harus 
terpenuhi dua ketentuan, yaitu adanya dua orang atau lebih yang mendirikan 
dan adanya pernyataan kehendak dari para pendiri untuk mendirikan badan 
hukum.18 
 
Pengertian UU Parpol, jika kita menyamakan pernyataan kehendak dengan 
kesamaan kehendak maka ketentuannya telah terpenuhi berdasarkan 
hukum perjanjian. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, perbuatan hukum 
berganda dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian (overeenkomst) dan 
tindakan bersama (gesamt-akt). Frasa “secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak” lebih menunjukkan perbuatan hukum pendirian partai politik 
adalah gesam-akt atau sebagai bentuk tindakan bersama, yaitu kesepakatan 
sekelompok orang untuk menetapkan putusan tentang sesuatu hal.19 
 

 
16  https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-

compress0.pdf. Dilihat pada Rabu, 3 Agustus 2022 Pukul 10.05 Wib 
17  Ibid, 
18  Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph., dkk. (2019), Laporan Hasil Penelitian Analisis Dan Pemetaan 

Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, 
Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. H.17. 

19  Ibid, 

https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
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Perlu dipertegas, bahwa status badan hukum partai politik bukanlah badan 
hukum yang terbentuk melalui perjanjian, dalam artian perjanjian yang 
melahirkan perikatan (verbintenis), yakni hubungan hukum kontraktual 
dengan hak menuntut dan kewajiban memenuhi prestasi tertentu. Badan 
hukum partai politik lahir dari konsensus yang mengutamakan mutualism 
dan brotherhood. Hubungan atau perbuatan hukum dalam pendirian partai 
politik ini penting untuk memahami relasi keanggotaan partai politik.20 
Bentuk badan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu badan 
hukum publik (publiek rechtpersoon) dan badan hukum privat (privat 
rechtpersoon). Badan hukum publik didirikan berdasarkan hukum publik 
yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak, atau negara umumnya. 
Sedangkan, badan hukum privat (privat rechtpesoon) didirikan berdasarkan 
hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan 
hukum itu.21 
 
Berdasarkan sifat pendiriannya yang bukan kontraktual, serta tujuan 
kepentingannya yang bersifat memperjuangkan kepentingan bersama 
masyarakat, partai politik dapat dikelompokkan sebagai badan hukum 
publik. Namun demikian, sebagai subyek hukum yang mandiri, partai politik 
juga dapat melakukan hubungan hukum dalam lintas keperdataan, sehingga 
ada juga yang mengelompokkan partai politik sebagai badan hukum privat.22 
Berkenaan dengan status badan hukum partai politik, secara hukum jelas 
terlihat dari maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan partai 
politik dengan maksud dan untuk beroperasi dalam wilayah hukum publik, 
maka badan hukum partai politik memenuhi syarat dikatakan sebagai badan 
hukum publik.  
 
Partai politik sebagai badan hukum publik berdampak terhadap tata kelola 
keuangan partai politik yang harus lebih transparan dan akuntabel. 
Konsekuensinya beberapa hal dalam pelaporan keuangan perlu disebutkan 
secara detail untuk menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran 
partai politik (disclosure regulations), dalam laporan harus jelas disebutkan23: 
 
a. Identitas lengkap setiap sumber penerimaan: Nama, Tempat dan 

Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon Rumah, 
Pekerjaan, Kedudukan dalam Pekerjaan, Alamat Tempat Pekerjaan, dan 
Nomor Telepon Kantor; 

 
20  Ibid, h.18. 
21  Ibid, 
22  Ibid, 
23  Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto  Op.Cit., h. 92. 



KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

14 

b. Jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa, 
potongan harga, pinjaman, hadiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 
angka 5 UU Parpol yang menyebutkan bahwa Keuangan Partai Politik 
adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan 
uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang 
dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik; 

c. Rincian program pengeluaran; 

d. Jumlah setiap jenis dan bentuk pengeluaran; 

 
Setiap laporan yang disampaikan kepada publik harus dalam format yang 
mudah diakses (easily accessible format) dan dalam bentuk yang mudah 
dibaca dan dipahami oleh publik (in user-friendly). Syarat di atas merupakan 
standar pelaporan keuangan partai politik yang harus tersedia dan terbuka 
untuk publik. Konsekuensi ini tidak jauh berbeda ketika partai politik harus 
melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
 
Standar nilai ini juga perlu diatur di dalam UU Partai Politik untuk menjadi 
dasar pengaturan keterbukaan di dalam aturan lebih teknis seperti Peraturan 
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan. Standar ini penting dicantumkan untuk menegaskan 
keberadaan Pasal 34A ayat (1) UU Parpol yang menyebutkan bahwa Partai 
Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam titik tertentu, 
jika pemisahan audit pelaporan keuangan partai yang bersumber dari 
APBN/APBD dengan sumber keuangan lain tetap dipisahkan seperti saat ini.  
 
Beberapa contohnya adalah Swedia di mana undang-undang 
konstitusionalnya sama sekali tidak membahas pengaturan mengenai partai 
politik, negara ini juga tidak memiliki undang-undang yang mengatur 
aktivitas partai, dan regulasi yang mengatur keuangan partai baru diterapkan 
pada tahun 2014. Spanyol adalah contoh yang berkebalikan setelah rezim 
diktator Franco, negara ini mengembangkan tradisi regulasi partai politik 
yang ketat, sangat terlihat dari berbagai jenis undang-undang yang 
diterapkan untuk mengatur aktivitas partai.24 
 

  

 
24  Ibid, 
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Hal ini secara khusus benar-benar terjadi dalam hal pendanaan partai politik, 
karena meningkatnya pemberian dana publik kepada partai semakin 
menjustifikasi intervensi negara terhadap pengelolaan internal partai. Ada 
semacam konsensus bersama terkait prinsip do ut des: bahwa harus ada 
keseimbangan antara previlese-previlese yang didapatkan partai politik 
dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka patuhi. Oleh sebab itu, 
selama negara sudah memberikan dana publik kepada partai dan kandidat 
politik, keduanya mesti patuh terhadap peraturan peraturan yang sudah 
disepakati bersama.25 

 
2. Badan Hukum Tunggal Partai Politik 

 
Penegasan partai politik sebagai badan hukum publik akan memberikan 
perbaikan khususnya pada pelaporan keuangan parpol yang selama ini 
cenderung tertutup. Penegasan status partai politik sebagai badan publik 
perlu dimasukkan di dalam UU Partai Politik. Penegasan ini akan berdampak 
terhadap banyak dalam aspek tata kelola partai politik, salah satunya akan 
memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
partai politik. Di beberapa negara di Eropa Utara, Eropa Barat dan Eropa 
Selatan telah menunjukkan bahwa ada indikasi yang menunjukkan regulasi-
regulasi yang diterapkan menjadi semakin harmonis.  
 
Pertama, perundang-undangan menjadi semakin spesifik. Sebelumnya, 
peraturan keuangan politik cenderung tersebar di antara berbagai instrumen 
legislatif (misal: Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Media, dan 
sebagainya). Namun saat ini, ada kecenderungan dari para legislator untuk 
mengombinasikan aspek-aspek yang berbeda terkait keuangan politik ke 
dalam sebuah produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dan 
terkonsolidasi.  
 
Kedua, lebih banyak aspek mengenai keuangan politik yang menjadi subjek 
regulasi hukum, di antaranya regulasi yang mengatur mekanisme 
akuntabilitas publik, pelaporan penerimaan donasi privat, dan standar 
transparansi. Khusus untuk aspek yang terakhir, belakangan mulai muncul 
perhatian yang lebih intens dari para legislator negara-negara Eropa Barat.26 
Praktik baik ini bisa dimulai dalam konteks tata kelola keuangan partai politik 
di Indonesia dengan menegaskan status badan hukum partai. 
 

 
25  Ibid, 
26  Ibid, h. 233. 
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Di Indonesia perbaikan ini dapat dilakukan khususnya terkait nilai-nilai atau 
prinsip standar yang harus ada dan dilaporkan oleh partai politik dalam 
pengelolaan keuangan. Pertanyaan selanjutnya yang hendak dijawab untuk 
memperjelas terkait status badan hukum partai adalah terkait dengan 
adanya struktur partai politik dari pusat sampai ke daerah, dapatkah partai 
politik disebut sebagai badan hukum tunggal?  
 
Keberadaan partai politik sebagai badan hukum tunggal dapat dilihat melalui 
UU Parpol dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Partai Politik adalah 
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
 
Sifat nasional dari partai politik ini menegaskan terkait posisi partai politik 
pada level di seluruh Indonesia. Sifat nasional ini diikuti dengan syarat 
pembentukan partai politik yang terpusat dan hanya dapat dilakukan melalui 
Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 UU partai 
politik yang menegaskan bahwa partai politik adalah badan hukum setelah 
melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM dengan 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
 

a. akta notaris pendirian Partai Politik, 

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau 
tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan,  

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh 
lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan  

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai 
tahapan terakhir pemilihan umum dan  

e. rekening atas nama partai politik. 
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Jika melihat syarat pendirian partai politik diatas, khususnya berkaitan 
dengan sebaran kepengurusan parpol di tingkat provinsi dan paling sedikit 
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota, yang 
bersangkutan merupakan bentuk penegasan bahwa Parpol merupakan 
badan hukum tunggal yang hierarkis. Sifat badan hukum yang tunggal dan 
hierarkis tidak didukung oleh bentuk dan sistem pelaporan keuangan yang 
didesain secara bertingkat yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini 
menunjukkan bagaimana regulasi keuangan partai yang tidak konsisten 
dengan keberadaannya sebagai badan hukum tunggal.  
 
Pasal 37 UU Partai Politik menyebutkan bahwa “pengurus partai politik di 
setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan 
berakhir”. Menurut pasal ini laporan dibuat oleh setiap tingkatan, mulai dari 
pimpinan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jika didefinisikan demikian 
seolah-olah antara partai politik tingkat pusat dengan daerah merupakan 
badan hukum yang terpisah. Padahal menurut undang-undang partai politik 
adalah organisasi yang bersifat nasional (Pasal 1 angka 1) yang dibentuk 
dengan adanya syarat soal keterwakilan individu-individu yang berasal dari 
berbagai daerah (provinsi).27  
 
Pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh setiap tingkatan, mulai dari 
pimpinan pusat, provinsi dan kabupaten/kota seharusnya tidak dimaknai 
serta merta bahwa proses pelaporannya juga dilakukan berdasarkan 
pembuatan laporan keuangan di setiap tingkatan tersebut. Skema yang 
seharusnya dibangun adalah proses pembuatan laporan keuangan dilakukan 
oleh setiap tingkatan, mulai dari pimpinan pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota untuk kemudian laporan keuangan yang sudah dibuat untuk 
dikonsolidasikan terlebih dahulu oleh partai politik di tingkat pusat yang 
selanjutnya partai politik tingkat pusatlah yang kemudian melaporkan hasil 
laporan keuangan disetiap tingkatan tersebut kepada Kementerian Dalam 
Negeri untuk dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
 

  

 
27  B. Linggar Yekti Nugraheni, dkk. (2021), Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Partai 

Politik,Transparency International Indonesia. h.21.  
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Aspek pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri 
merupakan hal yang paling mungkin dilakukan. Pasalnya terdapat ketentuan 
di dalam Pasal 13 dan Pasal 47 Undang-Undang Partai Politik tentang 
kewajiban bagi partai politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar 
penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada 
masyarakat dapat dikenai sanksi teguran oleh pemerintah. Berdasarkan 
ketentuan ini sekalipun tidak jelas siapa “pemerintah” yang dimaksud, tetapi 
hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah secara langsung untuk 
mengawasi keuangan partai politik untuk membuat pembukuan, 
memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan serta terbuka 
kepada masyarakat. Maka pemerintah sebetulnya telah diberikan 
kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi aktivitas keuangan 
partai politik tetapi pada level operasional mesti diperjelas siapa yang 
dimaksud dengan “pemerintah” dalam konteks ini. Jika merujuk pada aspek 
pengawasan keuangan yang bersumber dari negara (bantuan keuangan), 
maka Kementerian Dalam Negeri bisa dinilai sebagai kementerian, bagian 
dari pemerintah yang paling mungkin menjalankan fungsi pengawasan 
tersebut. Pengawasan fungsional yang dianut undang-undang partai politik 
(Pasal 46) bisa menjadi dasar hukum bagi Kementerian Dalam Negeri untuk 
menjalankan fungsinya sebagai institusi pemerintah yang mengawasi 
pelaporan keuangan partai politik.28 
 
Namun memang Pasal 13 huruf h Undang-Undang tentang Partai Politik telah 
membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 
sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. Ketentuan ini 
perlu dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai 
Politik terkait sumber keuangan partai politik. Artinya jika partai politik tidak 
membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 
sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat, Kementerian 
Dalam Negeri memiliki tanggungjawab untuk memberikan sanksi kepada 
partai politik. 
 

  

 
28  Reza Syawawi, (2022), Reformasi Sistem Keuangan Partai Politik, Transparency International 

Indonesia. h.13. 
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Sejak awal pendirian partai politik telah mensyaratkan kepengurusan dan 
kantor di tingkat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana Pasal 3 undang-
undang partai politik di atas. Pembentukan partai politik tidak dilakukan 
secara mandiri oleh setiap tingkatan ketika akan mendaftarkan diri sebagai 
partai politik, tetapi dilakukan secara bersama-sama dari tingkat pusat 
hingga daerah dengan sebaran tertentu. Pelaporan keuangan di setiap 
tingkatan pada dasarnya tidak sesuai dengan standar akuntansi yang 
menghendaki pelaporan keuangan secara menyeluruh atau gabungan 
terhadap sebuah entitas atau badan hukum tunggal.29  
 
Sayangnya, regulasi pelaporan keuangan partai politik yang tidak konsisten 
dengan standar akuntansi yang berlaku berdampak pada kewajiban 
pelaporan keuangan oleh masing-masing tingkat kepengurusan yang 
menyampingkan keberadaan partai politik sebagai badan hukum tunggal 
yang seharusnya membuat laporan keuangan yang bersifat gabungan. 
Regulasi juga tidak merujuk pada standar akuntansi tertentu untuk membuat 
laporan keuangan partai politik untuk mempertegas partai politik sebagai 
badan hukum tunggal.30 
 
Hubungan hierarkis parpol dalam proses pendaftaran partai politik di 
Kemenkumham sebetulnya telah mengindikasikan keberadaan partai politik 
sebagai badan hukum tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara 
kepengurusan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini berimplikasi terhadap 
mekanisme akuntabilitas kelembagaan yang seharusnya juga dilakukan 
secara terpusat. Laporan pertanggungjawaban kelembagaan yang dibuat 
oleh pengurus tingkat pusat seyogianya juga menghimpun seluruh laporan 
yang ada pada setiap tingkatan kepengurusan.  
 
Pelaporan secara terkonsolidasi ini juga ditujukan untuk memastikan 
kepatuhan terkait pembatasan sumbangan kepada partai politik. Jika laporan 
dibuat secara terpisah maka aturan pembatasan sumbangan yang ditetapkan 
dalam undang-undang akan sulit ditegakkan, sebab pembatasan tersebut 
ditujukan terhadap partai politik sebagai satu institusi yang tunggal. Laporan 
yang terkonsolidasi diharapkan mampu mendeteksi pembatasan sumbangan 
yang diberikan kepada partai tertentu baik sumbangan diberikan kepada 
partai politik tingkat pusat maupun kepada partai politik tingkat daerah.31 
 

 
29  Ibid, h.9. 
30  Ibid, h. 15. 
31  Nugraheni, Op.Cit., h.22. 
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Hubungan hierarkis partai politik sebagai badan hukum tunggal juga dapat 
dilihat dalam aspek pendaftaran parpol untuk ikut sebagai peserta pemilu. 
Pasal 177 huruf b menyebutkan bahwa dokumen persyaratan untuk 
melakukan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu salah satunya 
memuat keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat 
provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa 
proses pendaftaran partai politik yang dilakukan secara terpusat oleh partai 
politik kepada KPU RI merupakan bagian penegasan bahwa parpol 
merupakan badan hukum tunggal dan hierarkis sehingga tidak bisa 
dipisahkan antara partai politik tingkat pusat, provinsi hingga 
kabupaten/kota. 
 
Struktur partai politik yang hierarkis ikut dipertegas secara implisit melalui 
mekanisme pelaporan keuangan yang diatur di dalam UU Parpol. Meskipun 
ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c menyebutkan sumber keuangan partai 
dapat berupa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun pada praktik 
pelaporannya sesuai Pasal 34A ayat (1) UU Parpol, partai politik wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir.  
 
Aturan Pasal 34A ayat (1) telah jelas bahwa lembaga yang akan memeriksa 
baik bersumber dari APBN/APBD adalah BPK sehingga perlu adanya laporan 
keuangan yang terkonsolidasi oleh partai di tingkat nasional. Pelaporan 
bantuan keuangan yang tidak terkonsolidasi oleh partai politik ditingkat 
pusat sangat tidak relevan dan tidak sejalan dengan semangat pembentukan 
parpol sebagaimana pasal 1 angka 1 UU Parpol yang menyebutkan bahwa 
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional. 
 
Aturan Pasal 34A ayat (1) UU Parpol yang memberikan kewenangan kepada 
BPK untuk melakukan audit laporan keuangan parpol yang bersumber dari 
APBN/APBD ditindaklanjuti di dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 
tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Peraturan BPK No. 2/2015). Di dalam Peraturan BPK No. 
2/2015 disebutkan bahwa proses pemeriksaan adalah proses identifikasi 
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, 
dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 
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tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam 
ruang lingkup peraturan pada Pasal 2 yakni penyerahan laporan 
pertanggungjawaban oleh parpol kepada BPK, pemeriksaan laporan 
pertanggungjawaban oleh BPK dan penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas 
laporan kepada parpol. 
 
Namun di dalam Peraturan BPK No. 2/2015 belum mencerminkan badan 
hukum tunggal partai politik khususnya bagian Pasal 3 Peraturan BPK 2/2015 
laporan pertanggungjawaban yang sudah disebutkan di atas kemudian 
dipecah berdasarkan tingkatannya yakni laporan pertanggungjawaban DPP; 
laporan pertanggungjawaban DPD dan laporan pertanggungjawaban DPC. 
Ketentuan ini dimaknai pada implementasinya pelaporan yang dilakukan di 
masing-masing daerah dan tidak terpusat atau terkonsolidasi di tingkat pusat 
padahal di Pasal 4 perihal kewajiban parpol menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban kepada BPK merupakan kewajiban parpol tanpa 
disebutkan setiap tingkatannya. 
 
Pada aspek lain di dalam Peraturan BPK No. 2/2015 yang mempertegas 
pelaporan keuangan partai politik harus dilakukan sesuai dengan badan 
hukum tunggal partai politik adalah pada proses pelaporannya. Jika proses 
pemeriksaan dilakukan oleh BPK Perwakilan di daerah sebagai kepanjangan 
tangan dari BPK RI sesuai dengan tingkatannya, maka hal serupa juga harus 
dilakukan oleh partai politik dalam konteks pelaporan keuangan yang 
dilakukan secara tunggal. 
 
Peraturan BPK No. 2/2015 mencoba memisahkan proses pelaporan 
berdasarkan tingkatannya dikarenakan sumber bantuan keuangan yang 
berbeda. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 6 Peraturan BPK No. 2/2015 
yang menyebutkan bahwa penyerahan laporan pertanggungjawaban yang 
bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada 
Kemendagri dan BPK Pusat sesuai kewenangannya.  
 
Sedangkan pada Pasal 7 menyebutkan penyerahan laporan pertanggung-
jawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan 
lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai 
dengan kewenangannya. Tidak ada aturan terkait konsolidasi laporan 
keuangan yang tetap dan harus dilaporkan kepada parpol di tingkat pusat. 
Padahal jika mencermati ketentuan Pasal 1 Peraturan BPK 2/2015 disebutkan 
bahwa partai politik adalah organisasi bersifat nasional. Konteks organisasi 
yang bersifat nasional ini tidak tercermin di dalam konteks pelaporan 
bantuan keuangan partai akibat adanya pemisahan pelaporan berdasarkan 
tingkatan dan kewenangannya.  
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Perlu ada perubahan terhadap Peraturan BPK No. 2/2015 khususnya 
penyesuaian konteks pelaporan bantuan keuangan yang mencerminkan 
parpol sebagai organisasi nasional dan badan hukum tunggal. Perlu ada 
aturan yang menegaskan di dalam Peraturan BPK No. 2/2015 yang 
mewajibkan bahwa meskipun laporan dilakukan berdasarkan tingkatan dan 
kewenangannya, proses konsolidasi pelaporan keuangan tetap menjadi 
tanggung jawab dan harus dilaporkan oleh DPP atau parpol di tingkat 
nasional atas bantuan yang bersumber dari APBD kepada partai politik di 
daerah. Tetapi memang pengaturan ini perlu disesuaikan dengan partai 
politik di tingkat nasional yang tidak memiliki kursi di DPR RI namun memiliki 
kursi dan mendapatkan bantuan keuangan partai melalui APBD. 

 
 
B.  Orientasi Entitas Partai Politik 

 
Di berbagai negara, entitas partai politik akan berkaitan dengan pengaturan 
pelaporan keuangan partai. Setidaknya regulasi yang mewajibkan pelaporan 
keuangan diterapkan di hampir 90 persen negara di dunia, dan biasanya 
diterapkan kepada partai sekaligus kandidat perorangan.  
 
Ada beberapa negara dengan regulasi yang sangat rinci tidak mewajibkan 
pelaporan keuangan baik kepada partai atau kandidat. Isi informasi yang wajib 
dilampirkan dalam pelaporan keuangan dapat berbeda-beda di masing-masing 
negara. Seringkali, kontroversi muncul terkait keharusan membuka identitas 
pendonor; di mana keharusan ini diterapkan di sekitar 50 persen negara yang 
mewajibkan pelaporan keuangan Di beberapa negara, keharusan 
mengungkapkan identitas donor hanya diterapkan jika sang pendonor 
menyumbang dana dalam jumlah tertentu.32 
 
Bahkan di negara-negara Asia, kebanyakan laporan keuangan yang diserahkan 
kepada komisi yang menyelenggarakan pemilu atau lembaga bersangkutan lain 
hanya diserahkan secara fragmentaris (hanya sebagian atau terpisah-pisah). 
Meski kredibilitasnya terbilang rendah, laporan keuangan yang diserahkan partai/ 
kandidat dapat menjadi informasi awal bagi lembaga pengawas atau auditor 
untuk melakukan investigasi. 
 

  

 
32  Ballington, Julie, dkk. (2016), Terj. Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu Buku Pedoman 

Keuangan Politik, International IDEA, Stockholm h. 31. 
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Di semua negara Asia kecuali Filipina dan Malaysia, partai politik harus 
menyerahkan laporan keuangan mereka secara reguler. Umumnya setahun 
sekali, meskipun negara lain seperti di Afghanistan lebih jarang melaporkan 
laporan keuangan partai politik. Di Indonesia, kewajiban penyerahan laporan 
keuangan terbatas hanya untuk penggunaan dana publik  atau APBN/APBD. 
Berbeda dengan Taiwan di mana seluruh keuangan politik (termasuk donasi 
privat) harus dilaporkan kepada petugas pajak.33 Jika merujuk pada praktik 
sumber pendanaan dan pendapatan keuangan partai politik di taiwan tidak jauh 
berbeda dengan Indonesia, namun pada konteks pelaporan, taiwan mewajibkan 
seluruh keuangan politik (termasuk donasi privat) harus dilaporkan kepada 
petugas pajak.34 
 
Usulan yang disampaikan dalam kajian ini bertujuan untuk mengatur pelaporan 
keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya 
standar atau pedoman pelaporan diharapkan laporan keuangan partai politik 
dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki 
daya banding yang tinggi serta mendorong tata kelola keuangan parpol yang lebih 
transparan.35 Dalam konteks yuridiksi, Indonesia memiliki Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) yang menjadi acuan bagi semua organisasi yang ada di negara 
Indonesia dalam Menyusun laporan keuangan. 
 
SAK memiliki beberapa bagian, yaitu PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi 
Keuangan (ISAK). ISAK merupakan interpretasi atas transaksi yang tidak berada 
dalam ruang lingkup PSAK. Namun demikian, interpretasi tersebut mengacu pada 
PSAK dan tidak boleh bertentangan dengan PSAK. Partai politik merupakan 
organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba (entitas berorientasi non 
laba/EBNL). Standar yang dipakai untuk partai politik dengan menggunakan SAK 
sebagai acuan adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang 
merupakan penyajian laporan keuangan untuk organisasi yang tidak berorientasi 
laba (EBNL). Dalam pengakuan dan pengukurannya, ISAK 35 akan mengacu pada 
PSAK lain yang terkait.36 Ruang lingkup objek ISAK 35 adalah: 

  

 
33  Ibid, h. 116. 
34  Chapter 4. Financing of Political Parties Article 19 Political Parties Act Dilihat dari  

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0020078#:~:text=This%20act%20was%
20formulated%20in,robust%20party%2Dbased%20political%20process. pada Kamis, 18 Agustus 2022 
Pukul 16.05 Wib 

35  Emmy Hafild, (2003), Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Jakarta, 
Transparency International Indonesia, h. 37. 

36  Nugraheni, Op.Cit., h. 43.  

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0020078#:~:text=This%20act%20was%20formulated%20in,robust%20party%2Dbased%20political%20process
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0020078#:~:text=This%20act%20was%20formulated%20in,robust%20party%2Dbased%20political%20process
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a. Entitas berorientasi non-laba terlepas dari apapun bentuk hukumnya 

b. Diterapkan juga oleh entias yang menerapkan SAK ETAP 

c. ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, sehingga 
ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas non-laba tersebut 
mengacu kepada PSAK masing-masing yang relevan. 

 
Namun demikian, mengingat bahwa partai politik memiliki karakteristik 
organisasi yang unik, muncul sebuah pertanyaan : apakah Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, secara spesifik ISAK 35, dapat dipakai 
sebagai standar penyajian laporan keuangan partai politik. Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, diperlukan pemahaman dan analisis terhadap ISAK 35 dan 
kemudian dikonfrontasikan dengan karakter atau entitas paling tepat yang dapat 
dilekatkan kepada partai politik. Sebelum meninjau terkait dengan ISAK 35, 
diperlukan penjelasan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang 
berguna untuk:37 

 
a. Akuntabilitas 

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik. 
 

b. Manajerial 

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan 
pengelolaan keuangan partai politik serta memudahkan pengendalian yang 
efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih. 
 

c. Menyediakan informasi bagi kepatuhan terhadap undang-undang 
(compliance) dan bebas dari konflik kepentingan dan politik uang. 

 
  

 
37  Ibid, h. 45-46. 
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Ruang lingkup laporan keuangan partai politik adalah sebagai berikut38: 
 

a. Laporan Posisi Keuangan, yang menyajikan aset, liabilitas dan aset bersih dari 
suatu partai politik 

b. Laporan Penghasilan Komprehensif, yang menyajikan penghasilan dan beban 
sebuah entitas pada satu periode tertentu 

c. Laporan Perubahan Aset Neto, yang menyajikan perubahan aset bersih dari 
periode sebelumnya ke periode saat ini (berjalan) 

d. Laporan  Arus Kas  

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
 

Selain itu, partai politik juga harus mempertangungjawabkan keuangan partai 
politik pada masa pemilihan umum/kampanye.  

 
Laporan keuangan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap laporan keuangan partai politik, baik pihak internal maupun eksternal. 
Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan partai 
politik tersebut meliputi: 
 
a. pengurus; 

b. anggota; 

c. Pemerintah, termasuk Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dan 
lembaga pengawas partai politik; 

d. penyumbang; dan 

e. Publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik 

 
Sejauh ini, standar yang bisa digunakan oleh partai politik adalah SAK dan secara 
spesifik menggunakan ISAK 35. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan 
standar yang digunakan dalam menyusun pelaporan keuangan yang harus diikuti 
oleh semua entitas yang ada di yurisdiksi Indonesia. Partai politik adalah sebuah 
organisasi yang tidak berorientasi laba, namun  partai politik memiliki 
karakteristik berbeda dengan organisasi nir-laba pada umumnya.  
 

  

 
38  Ibid, 
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Sejak 1 Januari 2020, PSAK 45 secara efektif telah digantikan oleh Interpretasi 
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sebagai panduan penyajian laporan 
keuangan untuk organisasi non-laba. Pengakuan dan pengukuran komponen 
laporan keuangan dapat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK-ETAP). Standar tersebut dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Indonesia (DSAK). Namun demikian, perubahan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 
tetap belum menjawab kompleksitas pendanaan politik.  Hal tersebut 
dikarenakan struktur organisasi partai politik yang kompleks di tiap-tiap 
tingkatan. Selain itu, partai politik idealnya harus menyusun 2(dua) laporan 
keuangan, yaitu laporan keuangan yang bersumber dari negara dan laporan 
keuangan yang bersal dari sumber lain yang digunakan untuk kegiatan 
operasional partai politkk. 

 
Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
Indonesia (SAK) harus mengacu pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan 
(KKPK) dan PSAK 1. Kerangka konseptual menjelaskan mengenai tujuan, asumsi 
dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. PSAK 1 mengatur persyaratan 
penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal 
isi laporan keuangan. Namun demikian, PSAK 1 menggunakan terminologi yang 
cocok bagi entitas yang berorentasi laba. ISAK 35 merujuk pada PSAK 1 dengan 
memfokuskan interpretasi pada penyajian laporan keuangan untuk EBNL.  
 
ISAK 35 merupakan standar penyajian laporan keuangan untuk entitas 
berorientasi non laba (EBNL). Oleh karena itu, EBNL akan mengikuti standar 
pengakuan dan pengukuran yang disyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) atau standar untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) 
Indonesia, dan mengikuti ISAK 35 untuk penyajian laporan keuangan.  ISAK 35 
merupakan intepretasi dari PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan yang 
memberikan contoh bagaimana EBNL membuat penyesuaian baik penyesuaian 
deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan dan 
penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.  
 
Undang-undang di Indonesia tidak memberikan panduan untuk menentukan 
secara spesifik  apakah suatu entitas dikategorikan sebagai entitas berorientasi 
laba atau non laba. Sebagai dampaknya, PSAK juga tidak memberikan definisi dan 
kriteria untuk membedakan apakah suatu  entitas berorientasi laba ataupun non 
laba. Menurut ISAK 35, entitas dianjurkan untuk melakukan penilaian sendiri 
apakah entitas tersebut berorientasi non laba, tanpa melihat bentuk hukum dari 
entitas tersebut. Namun demikian, ISAK 35 menyebutkan beberapa faktor yang 
dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah sebuah entitas memenuhi 
kriteria EBNL,  antara lain (ISAK 35-par 07) : 
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a. apakah sumber daya EBNL berasal dari pemberi sumber daya yang tidak 
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang 
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;  

b. menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika 
entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak 
dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut;  

c. tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, 
dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non laba tidak 
dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak 
mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi  
nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non laba. 

 
Berdasarkan ISAK 35, EBNL dapat membuat penyesuaian deskripsi yang 
digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai 
contoh, jika sumber daya yang diterima oleh EBNL mengharuskan entitas untuk 
memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat 
menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada 
adanya pembatasan (with restrictions) atau tidak adanya pembatasan (without 
restrictions) oleh pemberi sumber daya. 
 
EBNL juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan 
itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul 'laporan 
perubahan aset neto' daripada 'laporan perubahan ekuitas'. Penyesuaian atas 
judul laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul 
mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.  
 
ISAK 35 menggunakan PSAK atau SAK-ETAP terkait untuk pengakuan dan 
pengukuran transaksi. Laporan keuangan partai politik akan disusun dengan 
menggunakan dasar PSAK dan meliputi laporan posisi keuangan, laporan 
penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan, aset merupakan 
harta partai politik yang dapat berupa kas, piutang, persediaan, perlengkapan, 
peralatan, gedung, tanah, investasi dan aset tidak berwujud.  Harta ini bisa 
diperoleh dari iuran anggota, hibah ataupun donasi dari pihak-pihak tertentu. 
Sebagai contohnya, untuk pengakuan aset tetap seperti peralatan, mesin, 
kendaraan dan bangunan, partai politik harus mengacu ke PSAK 16 yang 
merupakan standar untuk pengakuan dan pengukuran aset tetap.  
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Pada laporan posisi keuangan, akun ekuitas dapat diubah dan disesuaikan dengan 
nama aset neto. Komponen aset bersih menyajikan informasi pos penghasilan 
komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa 
pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan 
komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas 
menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan 
kelas aset netonya. Laporan penghasilan komprehensif menyajikan penghasilan 
dan beban sebuah entitas pada satu periode tertentu. Laporan perubahan aset 
bersih menyajikan perubahan aset bersih dari periode sebelumnya ke periode 
saat ini (berjalan). Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari laporan keuangan, berisi mengenai kebijakan dan metode 
akuntansi yang digunakan oleh entitas.   
 
Organisasi masa seperti partai politik merupakan organisasi yang terdiri dari 
pimpinan pusat dan daerah. Untuk memberikan laporan keuangan yang utuh dan 
komprehensif, partai politik yang memiliki badan hukum yang sama perlu 
melakukan konsolidasi atas laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan 
konsolidasi, entitas harus mengacu pada PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasi. 
PSAK 65 menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi muncul didahului 
dengan kegiatan kombinasi bisnis. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis 
dengan menerapkan metode akuisisi. 
 
Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha 
yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas 
induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan 
keuangan konsolidasian disusun jika sebuah entitas memiliki pengendalian atas 
entitas lain. Berdasarkan PSAK 65, pengendalian terjadi jika memiliki lebih dari 
setengah kepemilikan. Namun demikian, pengendalian  juga ada ketika memiliki 
setengah atau kurang, jika  
 

a. terdapat kekuasaan melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan 
investor lain; kekuasaan untuk mengatur  kebijakan keuangan dan 
operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;  

b. kekuasaan  menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau 
organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ 
tersebut;  

c. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi 
atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau 
organ tersebut. 
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LK konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan LK entitas induk dan 
entitas anak, yaitu dengan  menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, 
ekuitas, penghasilan, dan beban.  Tetapi dalam praktiknya hal itu sulit dilakukan 
karena antara kantor pusat dengan cabang di daerah berjalan dan diorganisir 
terpisah sesuai dengan tingkatan dan regulasi yang mengatur seperti UU Partai 
Politik dan Peraturan BPK. Demikian juga antara partai politik dengan organisasi 
terafiliasi serta tim kampanye, masing-masing beroperasi secara otonom dan 
adanya pemisahan pelaporan antara bantuan keuangan partai politik dengan 
dana kampanye.  
 
TI Indonesia memberikan usulan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi 
atau gabungan pada masing-masing level, yaitu level pusat, propinsi dan 
kabupaten. Lebih jauh, laporan keuangan yang disusun oleh partai politik pada 
tiap-tiap tingkatan harus mencakup laporan keuangan pada dan di luar masa 
kampanye sehingga mampu menggambarkan dinamika kegiatan partai politik. 
Selain itu, laporan keuangan partai politik harus bisa menyajikan laporan 
keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun dari non-pemerintah.Oleh 
karena itu, EBNL dapat menggunakan judul laporan keuangan serta nama akun 
yang lebih mencerminkan karakteristik entitas berorientasi non-laba.  
 
Pelaporan keuangan EBNL merupakan upaya untuk membangun akuntabilitas 
partai politik. Akuntabilitas entitas publik non-pemerintah seperti partai politik 
diperlukan karena perlu ada pertanggungjawaban dari sumber keuangan yang 
memang diperbolehkan oleh UU Partai politik.39 Selain itu, akuntabilitas juga 
menjadi dasar untuk proses audit keuangan partai untuk dapat melihat 
bagaimana proses penggunaan dana yang dimiliki oleh partai. Sementara itu, 
partai politik menyusun laporan realisasi anggaran yang mengacu pada 
Permendagri No 78 Tahun 2020. Permendagri tersebut mengatur mengenai 
penggunaan dana bantuan pemerintah serta format laporan realisasi anggaran. 
Laporan ini akan menjadi lampiran dari laporan keuangan lainnya.40 
 
Kedudukan parpol sebagai organisasi yang tidak berorientasi laba (EBNL) dapat 
ditemukan pada Pasal 40 ayat (4) UU Parpol yang menyebutkan bahwa Partai 
Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan 
usaha. Bahkan parpol sebagai organisasi yang tidak berorientasi laba (EBNL) juga 
dapat dilihat dari politik hukum UU Parpol yang sangat membatasi terkait 
pendanaan yang boleh dan tidak boleh diterima oleh Parpol sebagaimana Pasal 
40 ayat (3) UU Parpol yang menyebutkan bahwa, Parpol dilarang : 
 

 
39  Ibid, h. 44. 
40  Ibid, 
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a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam 
bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana 
pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; 

c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan 
usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; 

d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau 

e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. 

 
Selain pengaturan yang ada saat ini, penegasan politik hukum partai politik bukan 
merupakan lembaga profit dapat dilihat dari proses perubahan UU Partai Politik. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik pada Pasal 13 
menyebutkan secara spesifik bahwa partai politik merupakan organisasi nirlaba. 
sebagai organisasi nirlaba dalam pelaksanaannya Partai Politik dilarang 
mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan. Hal ini 
menegaskan bahwa dilarangnya pendirian badan usaha oleh partai politik di 
dalam UU Partai Politik sebagai penegasan bahwa partai politik merupakan 
organisasi nirlaba. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, parpol bukan merupakan organisasi yang didirikan 
untuk mencari laba/keuntungan. Penegasan ini juga dapat dilihat melalui fungsi 
partai politik yang tegas diatur di dalam UU Parpol. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 
UU Parpol: 

 
a.  Partai Politik berfungsi sebagai sarana: 

1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 
5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 
gender. 
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b.  Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara 

konstitusional. 
 

Politik hukum pembentuk UU menempatkan parpol bukan sebagai organisasi 
yang mencari untung, melainkan organisasi yang bekerja untuk kepentingan 
publik. Hal ini berdampak pada bagaimana standar pelaporan keuangan yang 
harus dilakukan oleh parpol. Dalam konteks penyusunan keuangan, karena parpol 
bukan merupakan organisasi yang didirikan untuk mencari laba/keuntungan 
dapat dikatakan laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan Indonesia (SAK) dan penyajian akan mengacu pada ISAK 35. Untuk 
kepentingan tersebut, diperlukan sebuah pedoman penyusunan laporan 
keuangan untuk partai politik sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan 
partai politik. Pedoman tersebut akan membuat laporan keuangan antar partai 
politik lebih seragam karena mengacu pada pedoman yang sama, sehingga 
laporan keuangan antar partai politik tersebut dapat diperbandingkan dan lebih 
handal. Pedoman laporan keuangan partai politik harus disusun berdasarkan 
standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sehingga akan 
memudahkan proses lainnya, antara lain proses audit laporan keuangan partai 
politik. Hal ini juga menjawab amanah UU Parpol yang menyatakan bahwa 
laporan keuangan harus akuntabel dan diaudit oleh kantor akuntan publik secara 
tahunan. 

 
 
C.  Tata Kelola Keuangan Partai Politik Dengan Pemilihan Umum 

 
Tata kelola keuangan partai politik di Indonesia memiliki relevansi dengan 
pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat. Parpol memiliki posisi yang 
sangat strategis dalam proses pengisian jabatan publik seperti pencalonan 
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota bahkan 
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. UU Pemilu dalam konteks keuangan 
partai politik mengatur terkait dengan 2 (dua) hal, yakni : Pertama, kepemilikan 
nomor rekening atas nama partai politik. Kedua, rekening khusus dana 
Kampanye. Keduanya sama-sama dijadikan syarat untuk pendaftaran dan 
penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, jika syarat tersebut tidak 
terpenuhi, parpol dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai 
peserta pemilu.  
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Pengaturan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik sebagai 
dokumen persyaratan untuk melakukan pendaftaran parpol diatur secara 
terperinci dan teknis di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Peraturan KPU 4/2022). Bahkan di Pasal 8 ayat (1) huruf l menyebtukan 
ketentuan bukti kepemilikan nomor rekening yang perlu ada yakni bukti 
kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat 
provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor 
rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.  
 
Ketentuan Pasal 28 ayat (14) PKPU memberikan kewenangan kepada KPU terkait 
Verifikasi Administrasi dengan melakukan verifikasi Bukti kepemilikan nomor 
rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, dilakukan 
untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik 
sesuai dengan tingkatannya. Sanksi yang diberikan jika tidak dipenuhi dokumen 
bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik, parpol yang 
bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan 
sebagai peserta pemilu 
 
Ada keterkaitan antara tata kelola keuangan parpol dengan tahapan pemilu. 
Namun keterkaitan tersebut masih sebatas pada pemenuhan syarat administratif 
dan belum menyentuh aspek substansi untuk mendorong keterbukaan dan 
perbaikan terhadap tata kelola keuangan parpol. Tertib pelaporan keuangan 
partai politik perlu dimasukkan menjadi syarat kepesertaan pemilu, khususnya 
partai politik yang memiliki kursi di DPR karena mendapatkan dana dari APBN. 
dan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota karena 
menerima dana dari APBD. Khusus untuk partai politik yang memiliki kursi di DPR 
RI sesuai dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menjadi dasar 
pemberlakuan verifikasi yang berbeda antara parpol parlemen dengan parpol 
nonparlemen maka perlu ada tambahan prasyarat pertanggungjawaban dan 
transparansi keuangan yang dimiliki yang sudah diaudit oleh BPK dan KAP bagi 
parpol yang menerima sumbangan dari iuran anggota dan sumbangan yang sah 
menurut hukum.  
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Partai politik baru perlu memberikan pelaporan keuangan mereka untuk 
menjamin perlakukan yang sama terhadap partai politik calon peserta pemilu 
yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Syarat tertib pelaporan 
keuangan partai politik yang dimasukkan menjadi kepesertaan pemilu adalah 
tergantung pada sumber keuangan yang ada. Misalnya saja untuk partai politik 
yang menerima dana dari APBN/APBD maka dokumen syarat yang diperlukan 
untuk mendaftar ke KPU adalah hasil audit yang dilakukan oleh BPK atau surat 
keterangan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa yang bersangkutan telah 
melaporkan bantuan dana yang diberikan. Sedangkan untuk sumbangan lain 
adalah hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.  
 
Setelah persyaratan diberikan oleh KPU, KPU melakukan verifikasi untuk 
memastikan bukti kepemilikan rekening partai atas nama dirinya dan dapat 
meminta konfirmasi kepada BPK atau Kemendagri atau KAP yang dicantumkan 
sebagai hasil audit pelaporan yang dikirimkan kepada KPU sebagai syarat 
pendaftaran. Dalam konteks ini, Bawaslu harus mengawasi proses yang ada 
karena bukan tidak mungkin nantinya akan ada ruang sengketa proses atau 
penanganan pelanggaran administrasi akibat tidak terpenuhinya syarat tertib 
pelaporan keuangan partai politik yang dimasukkan menjadi kepesertaan pemilu. 
 
Ide dan gagasan memasukkan syarat tertib pelaporan keuangan partai politik 
yang dimasukkan menjadi kepesertaan pemilu harus diatur pada level undang-
undang pemilu karena menyangkut kepesertaan pemilu khususnya terkait Pasal 
173 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur soal persyaratan yang perlu dipenuhi oleh 
partai politik. Pengaturan di level Peraturan teknis seperti Peraturan KPU dan 
Bawaslu bisa saja dilakukan jika KPU dan Bawaslu punya komitmen dan 
progresivitas dalam tata kelola keuangan partai. Meski begitu bukan tidak 
mungkin juga, aturan teknis yang dibuat tanpa perubahan regulasi di level UU 
Pemilu dapat berdampak pada gugatan aturan teknis ke MA. 
 
Padahal KPU dan Bawaslu dapat menggunakan persyaratan diatas untuk 
mendorong keterbukaan tata kelola keuangan parpol dikaitkan dengan UU 
Parpol. Misalnya saja untuk Partai Politik yang memenuhi ambang batas 
perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara 
nasional hasil Pemilu terakhir karena memiliki kursi di DPR seharusnya peraturan 
yang ada ikut mensyaratkan kepatuhan pelaporan keuangan parpol dan melihat 
sejauhmana bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik digunakan 
untuk kebutuhan parpol baik pendapatan parpol yang bersumber dari bantuan 
APBN/APBD, Iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. 
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Gagasan integrasi keuangan dan akuntabilitas partai politik dalam UU Pemilu juga 
muncul dalam kelembagaan penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu. Dalam 
identifikasi permasalahan, muncul persoalan mengenai proses penegakan hukum 
khususnya mengenai sinkronisasi pendanaan kampanye, pendanaan saksi dan 
pendanaan partai politik dalam pemilu yang tidak masuk dalam kategori 
kampanye. Bawaslu mengalami kendala untuk melakukan penegakan hukum 
pemilu, khususnya terhadap pendanaan partai diluar nomenklatur kampanye. 

 
1. Optimalisasi Teknologi Informasi Terkait Keuangan Partai Politik Di 

Tahapan Pemilu 
 
Penggunaan teknologi informasi (TI) sudah seperti menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan di tengah situasi yang sudah mulai serba digital. International 
IDEA menyebutkan beberapa negara yang telah menggunakan teknologi 
dalam tata kelola keuangan partai politik. Di Australia melalui Australian 
Electoral Commission (AEC)41 membuat teknologi e-Returns yang digunakan 
secara sukarela dan tersedia digunakan partai politik, kandidat, pihak ketiga, 
penyumbang, entitas terkait dan grup senat. Aplikasi tersebut memiliki 
perbedaan dalam pengelolaannya berdasarkan pemegang utama dan sub-
akun dengan hak istimewa atau penggunaan yang berbeda. Proses 
pengisiannya dapat mengunggah spreadsheet yang ada dan benar secara 
manual yang telah dibuat dan bahkan data yang ada dapat diubah setelah 
laporan diajukan tapi sebelum data pelaporan dipublikasikan.  
 
Selain Australia, di negara Brazil melalui Tribunal Superior Electoral (TSE) 
memiliki sistem yang diberi nama Sistema de Prestação de Contas Anuais 
(SPCA) yang digunakan oleh partai politik untuk mengajukan laporan 
keuangan tahunan partai politik di negara brazil. Bahkan di dalam sistem 
tersebut, partai politik/pengguna dapat mendaftarkan rekening bank, 
pembayaran, pendapatan (dan melihat dana), dan lihat log dari semua 
perubahan/penambahan yang dilakukan di dalam sistem. Dalam 
pelaporannya bahkan sistem pelaporan sukarela juga tersedia dan terpisah 
untuk penyumbang melalui situs web TSE. Selain penyumbang perorangan 
atau perusahaan dengan ID Brasil dapat membuat akun penyumbang yang 
dilaporkan diperiksa terhadap pernyataan calon. 
 

  

 
41  Samuel Jones, (2017), Digital Solutions for Political Finance Reporting and Disclosure : A Practical 

Guideh, International IDEA, Stockholm. h. 87.  
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Bahkan di negara Estonia dalam konteks standar pelaporan keuangan 
mereka menggunakan teknologi yang dinamakan X-Road (part of national e-
reporting system) yang dikelola oleh Supervisory Committee on Party 
Financing. Di Estonia memperlakukan sistem online sebagai standar dan 
disosialisasi, misalnya dalam materi panduan di situs web atau dalam 
komunikasi langsung dengan organisasi yang diatur disebutkan bahwa opsi 
pelaporan keuangan secara offline hanya boleh dianggap sebagai cadangan 
untuk pengguna yang tidak dapat menggunakan versi online dalam 
melakukan pelaporan keuangan. 
 
Dalam konteks Indonesia, beberapa sistem yang saat ini telah diperkenalkan 
dan digunakan berkaitan dengan tata kelola keuangan partai seperti Sistem 
Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Dana Kampanye 
(SIDAKAM). Namun perlu diakui, penggunaan kedua sistem ini belum 
sepenuhnya menyentuh tata kelola keuangan partai politik secara 
menyeluruh. Apalagi jika melihat UU Parpol dan UU Pemilu yang ada saat ini, 
teknologi informasi seperti Sipol dan Sidakam tidak secara spesifik 
disebutkan. Hal ini tentu berdampak pada potensi pengembangan teknologi 
untuk menyentuh aspek substansi dari tata kelola keuangan partai.  

 
2. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Dana Kampanye 

(Sidakam) 
 
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, 
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 
4/2022) menjadi dasar terkait keberlakuan Sipol dalam pendaftaran, 
verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu. Sipol adalah sistem dan 
teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan 
administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta 
Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta 
Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu. Dari definisi tersebut, dapat dilihat 
Sipol sebatas teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi 
pengelolaan administrasi. 
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Pengelolaan administrasi dalam konteks penggunaan Sipol di Pemilu 2024 
perlu diakui mengalami beberapa kemajuan. Misalnya saja Sipol dapat 
melakukan pengecekan terhadap nama seseorang apakah dicatut/terdaftar 
di dalam Sipol sebagai anggota Parpol dengan menggunakan NIK dari 
seseorang. Konsep ini merupakan bagian yang baik untuk mendorong 
transparansi dalam aspek pendaftaran parpol. Sayangnya transparansi dalam 
pengelolaan administrasi Sipol ini belum didorong untuk melakukan tata 
kelola terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan partai.  
 
Padahal Parpol saat mendaftar ke KPU sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf i 
PKPU 4/2022 perlu menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik 
pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau dalam hal ini parpol 
harus menyerahkan bukti kepemilikan rekening parpol di semua tingkatan.  

 
Proses penyerahan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai 
Politik di semua tingkatan paling sedikit memuat nomor rekening, nama 
bank, dan tempat dibukanya rekening42 untuk kemudian akan dilakukan 
verifikasi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik di semua 
tingkatan untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh 
Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.43 Jika ketentuan ini dilanggar, 
maka parpol dapat dinyatakan tidak dapat diterima. 
 
Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) catatan krusial. Pertama, Sipol tidak 
membuka apakah parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilu telah 
menyerahkan bukti kepemilikan rekening, alur proses verifikasi hingga 
parpol dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Kedua, Pendekatan proses 
verifikasi kepemilikan rekening parpol masih terbatas pada administrasi 
yakni nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening. Tidak 
sampai pada aspek substansi/krusial dalam tata kelola keuangan partai yakni 
memeriksa apakah bukti kepemilikan rekening tersebut dibuat atau bahkan 
keuangan parpol yang dimiliki diambil dari aturan yang sah menurut hukum 
atau tidak. 
 

  

 
42  Pasal 8 ayat (1) huruf l Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan bukti kepemilikan nomor 

rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota 
yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening  

43  Pasal 28 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan Verifikasi bukti kepemilikan 
nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, dilakukan untuk membuktikan 
nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya  
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Dalam penggunaannya, Sipol memiliki tiga fungsi. Diantaranya  untuk 
memudahkan penyelenggara pemilu untuk memverifikasi kepengurusan dan 
anggota partai dengan format data yang seragam antara satu partai politik 
calon peserta pemilu dengan partai politik lainnya. Dan menyediakan data 
dan informasi publik mengenai partai politik. Dari fungsi tersebut, Sipol 
mendorong pemenuhan terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu. Dengan 
adanya data keanggotaan partai politik terintegrasi, partai politik dituntut 
dan dipaksa untuk bersikap jujur dalam memasukkan data anggota partai 
dan persyaratan administrasi lain termasuk keuangan mereka. 
Ketidakjujuran partai akan dapat diketahui dengan analisis keanggotaan 
ganda yang dapat dilakukan oleh Sipol44 namun tidak sampai pada 
ketidakjujuran sumber keuangan yang diperoleh oleh partai dalam 
mendaftarkan dirinya menjadi peserta pemilu.  
 
Sipol juga ditujukan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja KPU dalam melakukan proses 
verifikasi parpol peserta pemilu. Setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi 
administrasi, Sipol menampilkan data-data kepengurusan setiap parpol pada 
semua tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) dan 
data anggota semua parpol di masing-masing kabupaten/kota beserta 
jumlah penduduknya. Masyarakat luas dapat mengakses data tersebut di 
portal KPU dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan 
informasi kinerja KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi 
persyaratan peserta pemilu.  
 
Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU kepada publik, 
termasuk kepada parpol dalam proses verifikasi administrasi, selain juga 
sebagai sarana pertanggungjawaban atas kinerja KPU.45  Sebagai bentuk 
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol 
kerja KPU, kedepan Sipol juga bisa didorong untuk menjadi bagian dalam 
mendorong transparansi tata kelola keuangan partai dengan memasukan 
jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran bahkan sampai jumlah keuangan 
partai sampai dengan saat mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu. 
 

  

 
44  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (2021), Perkembangan Inovasi Teknologi Dalam 

Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta, KPU RI, h. 22-23. 
45  Ibid, h. 39. 
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Masyarakat dengan mudah bisa melihat dan menilai parpol yang memenuhi 
persyaratan administrasi sebagai peserta pemilu atau tidak. Masyarakat juga 
diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi ini dengan cara 
menyampaikan informasi terkait kebenaran dan akurasi data yang 
diserahkan parpol, misalnya potensi wajar penerimaan/pendapatan dan 
pengeluaran keuangan partai. Publik dapat melaporkan ketidakbenaran data 
tersebut kepada KPU maupun Bawaslu pada setiap tingkatan.46 
 
Selain Sipol, di dalam dana kampanye juga mengenal teknologi informasi 
yakni Sistem informasi dana kampanye (Sidakam). Sidakam adalah aplikasi 
yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye, baik 
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye (LPPDK). Di aplikasi Sidakam, terdapat formulir yang harus diisi 
oleh peserta pemilu. Adanya formulir membuat laporan dana kampanye 
semua peserta pemilu seragam. Data dana kampanye yang diinput oleh 
peserta pemilu juga dikumpulkan di dalam tabel data sehingga data yang 
terinput dapat dipublikasikan kepada pemilih, tanpa pemilih harus 
mengunduh laporan dana kampanye peserta pemilu satu per satu.47  
 
Melalui Sidakam yang tersambung dengan portal informasi KPU, dan adanya 
aturan yang mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye 
secara jujur, publik dapat ikut memeriksa kejujuran dan akuntabilitas dana 
kampanye peserta pemilu. Laporan dana kampanye dalam format yang 
seragam juga dapat disusun dan terdokumentasi dengan tertib. Keterbukaan 
informasi dana kampanye juga membuka ruang bagi publik untuk melakukan 
riset mengenai efektivitas dan efisiensi dana kampanye peserta pemilu.48 
Praktik baik Sidakam ini juga perlu diterapkan dalam aspek tata kelola 
keuangan partai. Laporan keuangan partai politik dapat didorong menjadi 
format yang seragam dan juga dapat disusun dan terdokumentasi dengan 
tertib. Selain itu, laporan keuangan partai politik juga harus terbuka secara 
informasi dan membuka ruang bagi publik untuk melakukan riset mengenai 
efektivitas dan efisiensi keuangan parpol peserta pemilu.  

  

 
46  Ibid, 
47  Ibid, h. 25. 
48  Ibid, 
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Pada dashboard di SIDAKAM setidaknya memuat jumlah kas, barang, utang 
dan tanggal penting. Selain itu, juga memuat terkait dengan Menginput Data 
yang di dalamnya termuat Pencalonan, Parpol Pengusung, Foto Paslon, 
RKDK. Selain itu, pada bagian bawah dashboard, terdapat data penyumbang 
yang perlu diisi oleh Paslon atau operator paslon yang sudah disesuaikan 
dengan UU berdasarkan jenis penyumbang dana kampanye. Selain data 
sumbangan dana kampanye, juga dibuatkan khusus tools untuk menginput 
data barang Hasil penerimaan sumbangan; Penerimaan barang diterima 
dimuka/utang barang; dan Penerimaan barang hasil pembelian.49 Jika 
melihat fitur di dalam Sidakam, seharusnya pengembangan teknologi ini juga 
bisa digunakan untuk tata kelola keuangan parpol yang ada saat ini. 
 
 

D.  Laporan Keuangan Partai Politik Dalam Rezim Informasi Publik 
 

Sejak tahun 2002, pasal keterbukaan informasi keuangan parpol telah diatur di 
dalam Undang-undang Partai Politik. Seiring perkembangan waktu, UU Parpol 
sampai saat ini tidak merinci dengan lebih jelas mengenai model pencatatan dan 
pelaporan terkait pendanaan partai politik. Hal ini kemudian mempengaruhi 
dasar ketentuan mengenai jenis informasi semacam apa yang wajib diberikan 
oleh Partai Politik kepada publik.50 
 

   

 
49  Ibid, h. 54.  
50  Rezki Sri Wibowo, “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik”: Sebuah Modul Pelatihan, 

Jakarta, Transparency International Indonesia, H. 59. Dilihat dari https://ti.or.id/wp-
content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf. Dilihat pada Sabtu, 6 Agustus 
2022 Pukul 10.30 Wib 

https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf
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Perihal keterbukaan dana parpol, Pasal 13 UU Parpol terkait kewajiban parpol 
dalam aspek dana parpol hanya berkaitan dengan membuat pembukuan, 
memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta 
terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.51 Sehingga aspek keterbukaan ini ikut menjadi 
dasar di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) yang juga mengatur bagaimana keterbukaan informasi 
yang harus dilakukan oleh Partai sebagaimana Pasal 15 UU KIP yang mengatur 
terkait dengan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik. 

 
 

Keterbukaan Keuangan Partai Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik 

Konstruksi UU KIP mendudukkan bahwa parpol sebagai badan publik 
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyebutkan bahwa Badan 
Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.  
 
Frasa sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah mempertegas bahwa ada keterkaitan antara pelaporan keuangan parpol 
dengan keterbukaan informasi karena salah satu sumber pendanaan parpol 
adalah APBN/APBD. 
 
  

 
51  Pasal 13 huruf h menyebutkan membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 

sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; dan Pasal 13 huruf i menyebutkan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang 
bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan 
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Pada awalnya UU KIP diharapkan dapat memberikan angin segar bagi publik 
dalam keterpenuhan hak atas informasi. Khusus terkait dengan informasi 
keuangan Partai Politik, Undang-undang ini seharusnya dapat memberikan ruang 
yang lebih luas bagi akses publik dibandingkan dengan pengaturan di dalam 
Undang-undang Partai Politik. Akan tetapi nampaknya harapan ini belum dapat 
dipenuhi. Undang-undang KIP justru mengatur dengan lebih terbatas terkait akses 
atas keuangan Parpol. UU KIP hanya membatasi akses atas uang Parpol yang 
berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).52 Hal ini dapat dilihat dari Pasal 
15 huruf d UU KIP yang menyebutkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan informasi publik yang wajib 
disediakan oleh parpol. 
 
Pada konteks keterbukaan informasi publik pada Bab IV UU KIP menyebutkan 
terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yakni: 

 

a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala diatur di 
dalam Pasal 9 UU KIP 

b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta diatur di dalam Pasal 
10 UU KIP; dan 

c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat diatur di dalam Pasal 11 UU KIP 
 

Jika melihat pengaturan keterbukaan parpol dalam 3 (tiga) kategori informasi 
yang wajib disediakan, parpol termasuk pada bagian ketiga yakni Informasi yang 
Wajib Tersedia Setiap Saat, dan sepanjang menyangkut keuangan partai politik, 
yang disebut secara eksplisit hanyalah pengelolaan dan penggunaan dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 15 huruf d UU KIP). 

 
  

 
52  Wibowo, Op.,cit, H. 59. 
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Keterbukaan keuangan partai politik disemua tingkatan merupakan perintah dari 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 15 huruf f dan huruf g 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa keputusan 
partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan 
lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka 
untuk umum; dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang 
berkaitan dengan partai politik merupakan informasi public yang wajib disediakan 
oleh partai politik. Frasa “informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang 
yang berkaitan dengan partai politik” merupakan ketentuan yang merujuk pada 
Undang-Undang Partai Politik. Sehingga laporan keuangan partai politik menjadi 
bagian tidak terpisahkan dari informasi public yang wajib disediakan oleh partai 
politik.  
 
Ketentuan lain juga berkaitan dengan pasal 13 dan pasal 35 UU Parpol bahwa 
Parpol membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 
sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat keuangan. Dan 
Keuangan Partai Politik didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, 
terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Parpol53 merupakan 
informasi yang wajib terbuka. 
 
Jika mencermati bunyi Pasal 15 UU KIP di atas, relatif terlihat tidak sinkronnya 
dengan pasal pengaturan UU Parpol terutama Pasal 37 yang menyebutkan bahwa 
”Pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun 
anggaran berkenaan berakhir”.54 Jika mengacu pada pasal ini, maka pasal 15 UU 
KIP seharusnya mengadopsi bahwa informasi keuangan parpol yang harus dibuka 
dan diketahui publik adalah termasuk laporan tahunan keuangan parpol yang 
mencakup Laporan Penerimaan dan Laporan Pengeluaran yang berasal dari 
semua sumber penerimaan parpol dan tidak terbatas hanya yang berasal dari 
sumber anggaran negara saja. Bunyi pasal ini juga seharusnya menyebutkan 
secara spesifik bahwa kewajiban keterbukaan ini berlaku dari struktur kepartaian 
tingkat pusat hingga ke daerah-daerah.55  

 
  

 
53  Ibid, 
54  Ibid, 
55  Ibid, 
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Konsekuensi lain parpol sebagai badan publik kategori informasi yang wajib 
tersedia setiap saat salah satunya adalah daftar seluruh Informasi Publik yang 
berada di bawah penguasaannya dalam konteks ini adalah pelaporan keuangan 
partai politik.56 Ketentuan ini juga berkaitan dengan ketentuan yang wajib 
diinformasikan di dalam UU KIP yakni informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-
Undang yang berkaitan dengan informasi publik yang wajib disediakan oleh partai 
politik.57 Dalam konteks keterbukaan informasi terkait dengan pengumpulan data 
keuangan dari berbagai tingkat partai politik secara hierarki, mulai dari DPP, DPD, 
DPC. Hal ini juga merupakan bagian dari perintah Pasal 17 UU KIP yang 
menyebutkan bahwa informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala oleh partai politik paling sedikit. 
 
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 207/VI/KIP-PS-M-A/2012 yang 
menyatakan bahwa rincian program umum dan kegiatan Partai Politik serta 
rincian laporan keangan partai politik seperti rincian neraca dan realisasi 
anggaran, rincian neraca dan rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan merupakan informasi yang terbuka dan harus disediakan oleh partai. 
Putusan ini menegaskan bahwa keuangan parpol merupakan laporan yang wajib 
dibuka. Dalam Putusan tersebut, pada pertimbangan hukum Komisi Informasi 
pada (4.25) menyatakan bahwa laporan keuangan parpol baik dari APBN/APBD, 
iuran anggota dan sumber keuangan lain yang sah menurut hukum tidak 
termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 
KIP sehingga harus terbuka. Hal in di perkuat di dalam amar Putusan Komisi 
Informasi yang menyatakan bahwa informasi berkaitan dengan: 1. Rincian 
program umum dan kegiatan Partai adalah informasi yang terbuka; 2. Rincian 
Laporan Keuangan Partai meliputi: a. Rincian neraca dan laporan realisasi 
anggaran; b. Rincian neraca; c. Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan adalah informasi yang terbuka.  
 
Putusan Komisi Informasi juga tidak membedakan status keterbukaan apakah 
sepanjang keuangan yang bersumber dari APBN/APBD atau dari pihak lain. ini 
menggambarkan bahwa seluruh sumber keuangan parpol dalam konteks 
pelaporan keuangan merupakan informasi yang terbuka.  
 

  

 
56  Pasal 11 ayat (1) huruf a menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat 

yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak 
termasuk informasi yang dikecualikan;  

57  Pasal 15 huruf g menyebutkan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam 
Undang-Undang ini adalah: informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan 
dengan partai politik 
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Meskipun Uji akses informasi telah dilakukan, sayangnya praktik untuk membuka 
transparansi keuangan tidak dipatuhi dan justru praktik ini menunjukkan wujud 
transparansi yang belum memuaskan. Ini mengindikasikan bahwa konstruksi 
transparansi keuangan partai dalam UU KIP masih perlu diperkuat. Meskipun 
Pasal 52 UU KIP sudah memberikan aturan secara pidana bagi Badan Publik yang 
dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak 
menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi 
Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib 
tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar 
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi 
orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun pada 
kenyataannya sulit ditegakkan, ketentuan sanksi Pasal 52 UU KIP dilekatkan 
dengan frasa “mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Dalam aspek palaporan 
keuangan parpol, jika publik ingin melaporkan ketentuan pidana terhadap parpol 
yang tidak membuka informasi kepada publik perlu akibat kerugian bagi orang 
lain. Kondisi ini tentu sangat sulit untuk dapat dipenuhi. 
 
Laporan keuangan partai politik dalam rezim keterbukaan informasi publik 
merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tanpa 
perlu adanya permohonan terlebih dahulu. Ketentuan ini merupakan perintah 
dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 
Artinya dalam rezim keterbukaan informasi, Ketika partai politik tidak 
menyediakan laporan keuangan secara berkala, partai politik tersebut melanggar 
kewajiban yang ditentukan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik. 
 
Sehingga terdapat 2 (dua) hal yang dapat direkomendasikan dalam aspek 
perbaikan tata kelola keuangan parpol melalui keterbukaan informasi. Pertama, 
perlu ada aturan sanksi bagi parpol yang tidak mematuhi ketentuan Pasal  15 UU 
KIP dan tidak dilekatkan pada unsur “kerugian bagi orang lain” karena sifat dari 
informasi yang wajib tidak memerlukan ada atau tidaknya kerugian orang lain 
ketika informasi wajib tersebut tidak dibuka.  
 
Konstruksi pengaturan seharusnya berhenti pada Badan Publik yang dengan 
sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan 
Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang 
wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap 
saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan. 
sehingga memudahkan keterlibatan publik dalam mengawasi kewajiban parpol 
sebagai perintah dari keterbukaan informasi.  
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Kedua, Sanksi yang dapat diletakkan bisa secara spesifik menyebutkan bagi partai 
politik yang tidak mematuhi ketentuan pasal 15 UU KIP. Sanksi yang diberikan juga 
dapat berkenaan dengan sanksi administratif seperti misalnya dicabut 
persyaratan badan hukum parpol, atau dapat juga berdampak pada ditundanya 
pemberian bantuan keuangan oleh negara terhadap parpol yang tidak mematuhi 
ketentuan pasal 15 UU KIP.  
 
Penegasan aturan ini dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang 
keterbukaan informasi publik dengan memasukkan 2 (dua) ketentuan di atas 
untuk kemudian aturan tersebut dapat didelegasikan kepada aturan teknis yang 
mengikat. Penerapan ini sama dengan pengaturan dana kampanye di dalam UU 
Pemilu yang telah mengatur secara ketat dan kemudian aturan teknis perihal 
dana kampanye diatur di dalam Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. 
Momentum pemilu 2024 dapat dijadikan bagian dalam semangat melakukan 
penataan keterbukaan keuangan parpol melalui UU KIP. 
 
Selain sanksi, desain penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 15 UU KIP juga 
perlu dibicarakan apakah akan diberikan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga 
yang memiliki peran dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam UU KIP, 
namun jika akan diberikan kepada Komisi Informasi maka perlu ada penyesuaian 
terhadap kewenangan Komisi Informasi dan lembaga lain yang berkaitan dengan 
sanksi tersebut. Misalnya jika berkaitan dengan pencabutan badan hukum parpol 
maka lembaga yang berwenang untuk menangani adalah Kementerian Hukum 
dan HAM sedangkan jika pendekatannya adalah menahan bantuan dana 
keuangan partai politik, maka lembaga yang berwenang adalah Kementerian 
Dalam Negeri.  
 
Perubahan terkait dengan aturan hukum juga dapat dibarengi dengan 
penambahan standar terkait data yang wajib tersedia di dalam laporan keuangan 
yang menjadi informasi yang wajib tersedia. Sehingga pengaturan tentang Rincian 
program umum dan kegiatan Partai adalah informasi yang terbuka; Rincian 
Laporan Keuangan Partai meliputi : a. Rincian neraca dan laporan realisasi 
anggaran; b. Rincian neraca; c. Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan setidak-tidaknya memuat aspek pengidentifikasian terhadap 
pendapatan dan pengeluaran.  
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E.  Mengatasi Tantangan Sebelumnya Dalam Implementasi Reformasi Keuangan 
Partai 

 
Pembicaraan tata kelola keuangan partai politik sudah dilakukan sejak lama, 
namun upaya melakukan tata kelola keuangan partai seolah tidak ada perubahan 
atau perkembangan yang cukup signifikan. Persoalan pembukuan bagi Partai 
Politik bukanlah sekedar soal teknis belaka melainkan persoalan kepercayaan 
publik tidak saja karena Partai Politik merupakan badan publik tetapi terutama 
karena Partai Politik memegang dan melaksanakan kekuasan negara.58 Tantangan 
semakin rumit karena regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan partai 
politik tidak mengatur sampai pada standar pelaporan keuangan partai yang 
transparan dan akuntabel dan sanksi yang dapat diberikan juga belum 
memberikan dampak untuk partai politik mematahui ketentuan yang ada. 
 
Tidak ada standar kerangka kerja yang dapat menjamin efektivitas penegakan 
sebuah regulasi. Faktor politis selalu berperan besar, situasi ini dipersulit oleh 
fakta bahwa, di dalam masyarakat demokratis, regulasi yang dibuat untuk 
mengatur perilaku politisi justru dibuat oleh politisi itu sendiri. Beberapa dari 
mereka mungkin tidak akan terlalu serius merumuskan kebijakan yang dapat 
meminimalisir kesempatan untuk terpilih kembali di periode selanjutnya. Oleh 
sebab itu, kesadaran para politisi dan pemangku kepentingan yang lain untuk 
memoderasi penggunaan uang dalam proses politik sangat esensial dalam 
perbaikan peraturan keuangan politik jangka panjang.59 
 
Bahkan Basis Data Keuangan Politik menunjukkan bahwa hampir 25 persen 
negara tidak memiliki lembaga independen untuk menerima dan menginvestigasi 
laporan terkait pelanggaran regulasi. Di negara-negara yang memiliki lembaga 
semacam itu, tanggung jawab menerima dan menginvestigasi laporan biasanya 
diberikan kepada lembaga pengelola pemilu, meskipun banyak juga yang negara 
yang menggunakan lembaga-lembaga lain seperti kementerian, auditor, dan 
lembaga yang memang khusus dibentuk untuk tugas-tugas semacam itu. Terkait 
hal ini, terdapat variasi yang signifikan di banyak negara, sebagaimana akan 
dibahas pada bab-bab regional.60 
 

  

 
58  Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, (2011), Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta, 

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. h. 78. 
59  Julie Ballington, Op.Cit., h. 33. 
60  Ibid, 



KAJIAN PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

47 

Dalam mengatasi tantangan sebelumnya dalam implementasi tata kelola 
keuangan partai politik, perlu dilakukan pengaturan yang lebih detail dan jelas. 
pengaturan yang jelas akan memudahkan proses implementasi tata kelola 
keuangan partai yang transparan dan akuntabel. seperti rincian apa yang akan 
diperlukan dalam laporan keuangan, data apa saja yang harus tersedia pada 
tingkat transaksional, dan dengan jelas mengidentifikasi penerimaan dan 
pengeluaran keuangan partai. hingga bagaimana data keuangan dikumpulkan 
dari berbagai tingkat hierarki partai, mulai dari DPP, DPD, DPC. 
 
Setelah mengatur dalam aspek regulasi dan implementasi, penting juga diatur 
terkait waktu pelaksanaan ketentuan yang ada. Seperti kapan dan apakah 
implementasi perubahan pengaturan perlu segera dilakukan. Hukuman apa yang 
dapat diberikan untuk ketidakpatuhan penerapan standar pelaporan keuangan 
hingga bagaimana partai politik membangun dukungan publik untuk 
meningkatkan transparansi untuk standar baru. Hal-hal seperti ini perlu diperjelas 
untuk dapat diimplementasikan. 
 
Lembaga publik yang bertanggung jawab menegakkan peraturan keuangan politik 
harus memiliki mandat dan kapasitas yang jelas agar dapat bekerja dengan efektif 
– dan tentu saja harus independen dan tegas. Ini tidak berarti bahwa mereka 
harus menghukum pelanggaran-pelanggaran kecil dengan hukuman yang berat; 
keterlibatan positif dengan pemangku kepentingan politik dapat meningkatkan 
pemahaman kedua belah pihak mengenai urgensi pengawasan dan pentingnya 
patuh terhadap regulasi. Proporsi dan dampak pluralisme politik dan proses 
demokrasi harus menjadi bahan pertimbangan ketika menjatuhkan sanksi. 
Lembaga penegak regulasi sendiri harus tunduk pada praktik umum mengenai 
transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas.61 
 
Persyaratan lembaga penegak regulasi juga mirip dengan regulasi lembaga 
pengelola/penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Persyaratan-persyaratan 
tersebut di antaranya:62 
 
1. Mandat yang jelas dan cukup dan tidak tumpang-tindih dengan mandat 

lembaga-lembaga lain; 

2. Proses penunjukan pemimpin yang inklusif, transparan, dan menjamin 
independensi kelembagaan dari tekanan politik serta kepercayaan publik; 

3. Posisi jabatan kepemimpinan dan kepegawaian yang aman sehingga terlepas 
dari pengaruh luar; 

 
61  Ibid, h. 34. 
62  Ibid, h. 34-35. 
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4. Pendanaan yang cukup dan kendali yang kuat atas anggaran; dan 

5. Pengadopsian nilai-nilai imparsialitas dan transparansi, serta keterlibatan 
aktif bersama komunitas-komunitas terkait untuk meningkatkan kepatuhan 
dan menghindari pelanggaran. 

 
Harus terdapat pula sanksi yang realistis dan proporsional untuk menghukum 
para pelanggar regulasi. Mengumumkan peringatan atau metode ‘menyebut 
nama dan mempermalukan’ pelanggar dapat menjadi langkah yang efektif di 
negara di mana partai/kandidat politik sangat takut pada opini publik 
(pendekatan ini dapat lebih diefektifkan dengan membuka data keuangan kepada 
publik). Tetapi pendekatan klasik seperti denda, pemberhentian dana bantuan 
pemerintah, dan sanksi penjara, mungkin dibutuhkan untuk mencegah 
pelanggaran yang lebih serius. Hampir semua negara, setidaknya dalam bentuk 
tertulis, menerapkan sanksi; denda merupakan bentuk sanksi yang paling banyak 
digunakan.63 
 
Salah satu tugas penting yang harus dilakukan lembaga penegak regulasi adalah 
membuka informasi kepada publik mengenai bagaimana partai dan kandidat 
politik mendapatkan dan membelanjakan uang mereka. Keterbukaan informasi 
ini dapat membantu para jurnalis dalam menelusuri asal-usul keuangan politik, 
dan apakah para pendonor diuntungkan oleh kontrak-kontrak atau regulasi 
pemerintah sebelumnya. Media massa memegang peranan penting dalam upaya 
pengawasan dan penegakan peraturan keuangan politik. Investigasi yang 
dilakukan jurnalis seringkali mengungkap pelanggaran-pelanggaran lebih banyak 
dibandingkan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan hal tersebut.64 
 
Masyarakat sipil secara keseluruhan juga memiliki fungsi penting dalam 
meningkatkan transparansi. Pengawasan dana kampanye secara independen 
telah menjadi praktik yang lumrah di berbagai negara di dunia. Sambil dibarengi 
dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, upaya 
pengawasan tersebut dapat menjadi pendorong utama bagi reformasi dan 
perubahan kultur keuangan politik. 

 
  

 
63  Ibid, h. 35. 
64  Ibid, 
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F.  Implementasi  
 
UU Partai Politik telah menyebutkan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan 
keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi 3 (tiga) hal, dan perlu 
ditambahkan terkait Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan untuk memperjelas dan mendetailkan 
pelaporan keuangan yang ada. Sehingga kewajiban membuat laporan yang harus 
dilakukan oleh partai : 
 
1. laporan realisasi anggaran Partai Politik; 
2. laporan neraca; dan 
3. laporan arus kas 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

 
Sehingga selain standar pelaporan keuangan partai politik, yang perlu diatur 
kemudian adalah kebijakan akuntansi keuangan partai politik agar partai politik 
seragam dalam melakukan pelaporan keuangan. Rincian yang diperlukan dalam 
pelaporan keuangan terbagi di dalam beberapa hal yakni :  
 
1. Identitas lengkap setiap sumber penerimaan: Nama, Tempat dan Tanggal 

Lahir, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon Rumah, Pekerjaan, Kedudukan 
dalam Pekerjaan, Alamat Tempat Pekerjaan, dan Nomor Telepon Kantor 

2. Jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa, 
potongan harga, pinjaman, hadiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 
UU Parpol yang menyebutkan bahwa Keuangan Partai Politik adalah semua 
hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa 
uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi 
tanggung jawab Partai Politik. 

3. Rincian program pengeluaran 

4. Jumlah setiap jenis dan bentuk pengeluaran 
 

Pengaturan tentang Rincian program umum dan kegiatan Partai adalah informasi 
yang terbuka; Rincian Laporan Keuangan Partai meliputi : a. Rincian neraca dan 
laporan realisasi anggaran; b. Rincian neraca; c. Rincian laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan setidak-tidaknya memuat aspek 
pengidentifikasian terhadap pendapatan dan pengeluaran. Penerapan standar 
yang perlu ada di dalam pelaporan keuangan yang terbuka sebagaimana dapat 
mengacu pada standar pelaporan dana kampanye yang cukup detail, yakni: 
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1. Iuran Anggota 
 

Standar pelaporan keuangan yang bersumber dari iuran anggota, setidak-
tidaknya memuat beberapa hal yang terperinci yakni: 

 
a. nama; 
b. tempat/tanggal lahir dan umur; 
c. alamat pemberi iuran; 
d. nomor telepon/telepon genggam (aktif); 
e. nomor identitas; 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada); 
g. pekerjaan; 
h. alamat pekerjaan; 
i. jumlah iuran; 
j. asal perolehan dana; dan 
k. pernyataan pemberi iuran bahwa: 

1) pemberi iuran tidak menunggak pajak; 
2) pemberi iuran tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan; 
3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 

 
2. Sumbangan yang sah menurut hukum 

 
Standar pelaporan keuangan yang bersumber dari sumbangan yang sah 
menurut hukum, setidak-tidaknya memuat beberapa hal yang terperinci dan 
disesusaikan dengan subjek penyumbang seperti penyumbang adalah 
perorangan, penyumbang adalah kelompok dan/atau penyumbang adalah 
perusahaan atau badan usaha. Setiap detail pelaporan yang perlu ada yakni: 
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Tabel 1. 
Standar Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Jenis 

Penyumbang 
 

Sumbangan Perseorangan 
memuat 

Sumbangan Kelompok 
memuat 

Sumbangan Perusahaan/ Badan 
Usaha memuat 

● nama; 
● tempat/tanggal lahir dan 

umur; 
● alamat penyumbang; 
● nomor telepon/telepon 

genggam (aktif); 
● nomor identitas; 
● Nomor Pokok Wajib Pajak 

(apabila ada); 
● pekerjaan; 
● alamat pekerjaan; 
● jumlah sumbangan; 
● asal perolehan dana; dan 
● pernyataan penyumbang 

bahwa: 
- penyumbang tidak 

menunggak pajak; 
- penyumbang tidak 

pailit berdasarkan 
putusan pengadilan; 

- dana tidak berasal dari 
pihak asing 

- dana dari badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, dan 
badan usaha milik desa 
atau dengan sebutan 
lainnya 

- dana tidak berasal dari 
tindak pidana; dan 

- sumbangan bersifat 
tidak mengikat; 

● nama kelompok; 
● alamat kelompok; 
● nomor identitas pimpinan 

kelompok; 
● nomor telepon/telepon 

genggam (aktif); 
● Nomor Pokok Wajib Pajak 

kelompok atau pimpinan 
kelompok; 

● nama dan alamat 
pimpinan kelompok; 

● jumlah sumbangan; 
● asal perolehan dana; 
● keterangan tentang 

status badan hukum atau 
status kelompok; dan 

● pernyataan penyumbang 
bahwa: 
- penyumbang tidak 

menunggak pajak; 
- penyumbang tidak 

pailit berdasarkan 
putusan pengadilan; 

- dana tidak berasal 
dari pihak asing 

- dana dari badan 
usaha milik negara, 
badan usaha milik 
daerah, dan badan 
usaha milik desa atau 
dengan sebutan 
lainnya 

- dana tidak berasal 
dari tindak pidana; 
dan 

- sumbangan bersifat 
tidak mengikat; 

● nama perusahaan atau badan 
usaha nonpemerintah; 

● alamat perusahaan atau 
badan usaha nonpemerintah; 

● nomor akta pendirian 
perusahaan atau badan 
usaha nonpemerintah; 

● Nomor Pokok Wajib Pajak 
perusahaan atau badan 
usaha nonpemerintah; 

● nama dan alamat direksi atau 
pimpinan perusahaan atau 
badan usaha nonpemerintah; 

● nomor telepon/telepon 
genggam direksi/atau 
pimpinan perusahaan atau 
badan usaha nonpemerintah; 

● nama dan alamat pemegang 
saham mayoritas; 

● jumlah sumbangan; 
● asal perolehan dana; 
● keterangan tentang status 

perusahaan atau badan 
usaha nonpemerintah; dan 

● pernyataan penyumbang 
bahwa: 
- penyumbang tidak 

menunggak pajak; 
- penyumbang tidak pailit 

berdasarkan putusan 
pengadilan; 

- dana tidak berasal dari 
pihak asing 

- dana dari badan usaha 
milik negara, badan 
usaha milik daerah, dan 
badan usaha milik desa 
atau dengan sebutan 
lainnya 

- dana tidak berasal dari 
tindak pidana; dan 

- sumbangan bersifat tidak 
mengikat; 
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3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 
Sumber keuangan partai politik dari bantuan APBN/APBD dalam 
pelaporannya mengikuti ketentuan syarat dan hasil audit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. Pelaporan keuangan yang perlu dilaporkan harus 
mengikuti tahun anggaran sesuai dengan UU Parpol yakni secara berkala 1 
(satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir dan hasil Audit laporan dilakukan 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. standar pelaporan karena partai politik merupakan 
badan hukum tunggal yang bersifat nasional, maka laporan keuangan akan 
dikonsolidasikan seluruhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik 

 
Tabel 2.  

Alur Konsolidasi Keuangan Partai Politik Di Setiap Tingkatan 
 

Partai Politik Memiliki Kursi di DPR 
Partai Politik Tidak Memiliki Kursi di DPR 

RI Namun Memiliki Kursi di DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota 

Daerah Tingkat II (DPC atau Sebutan Lain) 

1. Membuat laporan keuangan di tingkat 
Daerah Tingkat II 

2. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat II kepada BPK 
sesuai tingkatannya 

3. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat II kepada Daerah 
Tingkat II partai politik diatasnya 

1. Membuat laporan keuangan di 
tingkat Daerah Tingkat II 

2. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat II kepada BPK 
sesuai tingkatannya 

3. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat II kepada 
Daerah Tingkat II partai politik 
diatasnya 

Daerah Tingkat I (DPW atau Sebutan Lain) 

1. Mengkonsolidasikan laporan keuangan 
partai di tingkat Daerah Tingkat II 

2. Membuat laporan keuangan di tingkat 
Daerah Tingkat I Partai 

3. Menyampaikan laporan keuangan 
Daerah Tingkat I partai kepada BPK 
sesuai tingkatannya 

4. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat II dan laporan 
keuangan tingkat Daerah Tingkat I 
kepada DPP Partai Politik 

1. Mengkonsolidasikan laporan 
keuangan partai di tingkat Daerah 
Tingkat II 

2. Membuat laporan keuangan di 
tingkat Daerah Tingkat I Partai 

3. Menyampaikan laporan keuangan 
Daerah Tingkat I partai kepada BPK 
sesuai tingkatannya 

4. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat II dan laporan 
keuangan tingkat Daerah Tingkat I 
kepada DPP Partai Politik 
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DPP Partai 

1. Mengkonsolidasikan laporan keuangan 
partai di tingkat Daerah Tingkat II dan 
laporan keuangan di tingkat Daerah 
Tingkat I Partai 

2. Membuat laporan keuangan di tingkat 
DPP/sebutan lain 

3. Menyampaikan laporan keuangan 
tingkat DPP/sebutan lain kepada 
Kemendagri dan BPK  

4. Membuka akses secara terbuka 
terhadap laporan keuangan tingkat 
Daerah Tingkat II dan laporan keuangan 
tingkat Daerah Tingkat I Partai dan 
laporan keuangan DPP Partai Politik 

1. Mengkonsolidasikan laporan 
keuangan partai di tingkat Daerah 
Tingkat II dan laporan keuangan di 
Daerah Tingkat I Partai 

2. Membuka akses secara terbuka 
terhadap laporan keuangan tingkat 
Daerah Tingkat II dan laporan 
keuangan tingkat Daerah Tingkat I 
Partai dan laporan keuangan DPP 
Partai Politik 

 
 

Dalam konteks pelaporan yang bertingkat dan terkonsolidasi di atas, partai 
politik memiliki struktur yang jelas dalam konteks pelaporan keuangan sesuai 
dengan hierarkinya. Secara hierarki, partai politik di tingkat Kabupaten/Kota 
memiliki tanggung jawab atas pelaporan keuangan yang dimilikinya tidak 
hanya kepada pemberi sumbangan, melainkan kepada struktur partai di 
atasnya. Begitu pula kepada partai politik di tingkat Provinsi, mereka tidak 
hanya bertanggungjawab atas pelaporan keuangannya sendiri, melainkan 
juga memiliki tanggung jawab terhadap konsolidasi keuangan partai politik 
di tingkat Kabupaten/Kota di Wilayahnya dan bertanggungjawab 
melaporkan laporan keuangan yang ada ditingkat Kabupaten/Kota dan di 
Provinsinya kepada DPP Partai Politik. Kemudian DPP Partai akan 
mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan partai di berbagai Provinsi 
dan Kabupaten/Kota untuk kemudian dibuka kepada publik.  
 
Pola hierarki dan terkonsolidasinya laporan keuangan partai politik 
merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik yang 
menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional. 
Selain untuk mendukung hierarkis dan terkonsolidasinya laporan keuangan 
partai politik. Aspek transparansi yang selama ini menjadi hambatan juga 
dapat terjawab, publik hanya perlu melihat satu platform infromasi yang 
dimiliki oleh DPP untuk melihat dan mengukur keterbukaan laporan 
keuangan partai politik di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota. 
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Aktor atau pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap 
konsolidasi laporan keuangan partai politik adalah pengurus partai politik 
sebagaimana undang-undang partai politik dan AD/ART masing-masing 
partai. Ketua dan Bendahara partai atau pengurus partai politik yang ditunjuk 
untuk melakukan pelaporan keuangan partai politik berkewajiban membuat 
pelaporan, melakukan konsolidasi laporan hingga membuka laporan 
keuangan partai politik sebagai perintah Undang-Undang Partai Politik. 

 
 
G.  Linimasa Pelaksanaan 

 
Standar pelaporan keuangan partai politik untuk perbaikan tata kelola keuangan 
partai perlu diimplementasikan segera. Meskipun tahapan pemilu sudah berjalan 
khususnya tahapan  pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024, standar 
pelaporan ini bisa dilakukan tetapi di luar tahapan pemilu atau tidak menjadi 
persyaratan untuk Pemilu 2024 dan akan menjadi syarat pendaftaran partai 
politik peserta pemilu tahun 2029.  
 
Penerapan standar pelaporan keuangan juga perlu memasukkan sanksi bagi 
partai politik yang tidak mematuhi standar yang ada. Sanksi yang dapat diberikan 
berkenaan dengan sanksi administratif seperti misalnya dicabut persyaratan 
badan hukum parpol, atau dapat juga berdampak pada ditundanya pemberian 
bantuan keuangan oleh negara terhadap parpol yang tidak mematuhi ketentuan. 
Bahkan sanksi yang dapat diberikan ketika sudah disesuaikan dengan tahapan 
pemilu 2029 adalah sanksi dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran partai 
politik peserta pemilu jika tidak terpenuhi standar pelaporan yang ada. 
 
Standar pelaporan keuangan partai politik menjadi tanggungjawab bersama, 
sehingga penting dalam advokasi kebijakan standar pelaporan keuangan partai 
politik dengan membangun dukungan publik untuk meningkatkan transparansi. 
Selama ini publik belum cukup mengetahui korelasi antara standar pelaporan, 
pelaporan keuangan partai dengan hak-hak publik serta dampak yang akan terjadi 
jika partai tidak memiliki standar pelaporan keuangan yang baik. Hal semacam ini 
perlu didukung melalui advokasi dengan bahasa yang mudah, agar publik 
mengetahui pentingnya keterkaitan antara standar pelaporan, pelaporan 
keuangan partai dengan hak-hak publik bahkan sampai pada pentingnya tata 
kelola keuangan partai yang terbuka dan akuntabel.  
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Dukungan ini bisa dilakukan bersama-sama atau berkolaborasi dengan organisasi 
masyarakat sipil, media dan masyarakat pada umumnya. Dukungan publik juga 
bisa dimulai melalui petisi-petisi yang dibuat untuk diberikan kepada pembentuk 
kebijakan yakni Pemerintah dan DPR. Hasil dukungan publik yang terkumpulkan, 
menjadi dasar/awal yang baik untuk disampaikan kepada stakeholders terkait 
yakni Pemerintah dan DPR serta Partai Politik. Dalam advokasi ini, penting juga 
untuk membangun dukungan partai politik untuk standar baru. proses 
pendekatan kepada partai politik dapat dilakukan dengan manfaat yang akan 
didapatkan oleh partai politik ketika menggunakan standar pelaporan keuangan 
yang baru. 
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PENUTUP 
 
 
Kesimpulan 
 
1. Substansi penyempurnaan regulasi yang diperlukan agar tercipta standar 

pelaporan keuangan partai politik dibutuhkan dalam konteks mendorong standar 
pelaporan keuangan partai politik di Indonesia. Pertama, Kebutuhan terhadap 
penegasan status badan hukum partai politik sebagai badan hukum publik yang 
tunggal dan penegasan partai politik sebagai entitas badan hukum non-laba 
(EBNL) belum ada payung hukum yang mengaturnya. Pelaporan keuangan partai 
politik juga masih memiliki kekurangan dalam aspek kebutuhan terhadap Catatan 
Atas Laporan Keuangan (CALK). Kedua, Substansi penyempurnaan regulasi juga 
dibutuhkan, untuk pengaturan pelaporan keuangan bagi partai politik yang 
menerima sumbangan dari negara. Ketentuan ini terkait dengan dijadikannya 
kepatuhan pelaporan keuangan partai politik menjadi persyaratan pendaftaran 
partai politik peserta pemilu. Ketiga, Substansi penyempurnaan regulasi juga 
diperlukan di dalam aturan teknis agar tercipta standar pelaporan keuangan 
partai politik juga harus diatur di dalam Peraturan teknis seperti Peraturan KPU 
tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan 
Peraturan BPK No 2 Tahun 2015 yang mewajibkan proses pelaporan keuangan 
harus terkonsolidasi dan menjadi tanggung jawab DPP atau parpol di tingkat 
nasional atas bantuan yang bersumber dari APBD yang kemudian ikut diserahkan 
oleh DPP bersama-sama dengan laporan keuangan yang bersumber dari APBN 
kepada BPK. 
 

2. Substansi penyempurnaan regulasi yang diperlukan agar standar pelaporan 
keuangan partai politik berjalan efektif juga masih dibutuhkan seperti 
penggunaan teknologi informasi tertentu yang memudahkan partai politik dalam 
melakukan pelaporan hingga keterbukaan data. Perlunya mekanisme sanksi agar 
penggunaan standar pelaporan keuangan partai politik dipatuhi dan pelaporan 
keuangan yang dilakukan juga telah terbuka dan akuntabel. 
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Rekomendasi 
 
1. Rekomendasi untuk mendorong substansi penyempurnaan regulasi yang agar 

tercipta standar pelaporan keuangan partai politik, yakni : Pertama, melakukan 
penegasan terkait status badan hukum partai politik khususnya berkaitan dengan 
keberadaan partai politik sebagai badan hukum publik yang tunggal dan 
penegasan partai politik sebagai entitas badan hukum non-laba (EBNL) sehingga 
pengaturan standar pelaporan ISAK dapat diterapkan di dalam pelaporan 
keuangan partai dari iuran anggota atau sumbangan yang sah menurut hukum. 
Penegasan ini cukup penting di dalam UU Partai Politik agar partai politik 
mencantumkan setidaknya beberapa ketentuan standar pelaporan keuangan 
mereka. Seperti menambahkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan 
Laporan keuangan yang ada juga dapat memasukan setidaknya Identitas lengkap 
setiap sumber penerimaan, Jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan, 
Rincian program pengeluaran dan Jumlah setiap jenis dan bentuk pengeluaran di 
dalam Pasal 39 UU Partai Politik. Kedua, selain undang-undang partai politik, 
penyempurnaan substansi juga diperlukan terhadap ketentuan di dalam undang-
undang pemilu yang mengharuskan pelaporan keuangan bagi partai politik yang 
menerima sumbangan dari negara menjadi persyaratan pendaftaran partai politik 
peserta pemilu. Hal ini untuk mempertegas dan memperkuat ketentuan Pasal 176 
dan Pasal 177 undang-undang pemilu saat ini yang hanya mengatur bukti 
kepemilikan rekening atas nama partai politik tanpa ada pengaturan yang lebih 
substansi seperti verifikasi terhadap bukti kepemilikan rekening atas nama partai 
politik dengan mensyaratkan kepatuhan pelaporan keuangan parpol dan melihat 
sejauhmana bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik digunakan 
untuk kebutuhan parpol baik pendapatan parpol yang bersumber dari bantuan 
APBN/APBD, Iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Artinya 
perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang partai politik 
dengan undang-undang pemilu untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas 
keuangan partai. Ketiga, Selain di level undang-undang, penyempurnaan regulasi 
yang diperlukan agar tercipta standar pelaporan keuangan partai politik juga 
harus diatur di dalam Peraturan teknis seperti Peraturan KPU tentang 
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Peraturan 
BPK No 2 Tahun 2015 yang mewajibkan proses pelaporan keuangan harus 
terkonsolidasi dan menjadi tanggung jawab DPP atau parpol di tingkat nasional 
atas bantuan yang bersumber dari APBD yang kemudian ikut diserahkan oleh DPP 
bersama-sama dengan laporan keuangan yang bersumber dari APBN kepada BPK. 
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2. Substansi penyempurnaan regulasi yang diperlukan agar standar pelaporan 
keuangan partai politik berjalan efektif dapat dilakukan dengan beberapa hal, 
yakni : Pertama, regulasi bisa mengatur terkait penggunaan teknologi informasi 
tertentu yang memudahkan partai politik dalam melakukan pelaporan hingga 
keterbukaan data. Penggunaan teknologi informasi terkait pelaporan keuangan 
partai politik bisa difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga yang mengawasi dan/atau mengaudit 
laporan bantuan keuangan partai. Hal ini seperti KPU yang menggunakan 
teknologi yang dinamakan Sipol dan Sidakam dalam kepemiluan. Kedua, sebagai 
bentuk pertanggungjawaban keuangan yang transparan, perlu ada mekanisme 
sanksi agar penggunaan standar pelaporan keuangan partai politik dipatuhi. 
Sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi administrasi hingga sanksi 
pemidanaan. Sanksi administrasi seperti tidak diberikannya bantuan keuangan 
partai politik Ketika partai politik tidak melaporkan laporan keuangannya atau 
melaporkan keuangannya tetapi tidak sesuai standar pelaporan dan tidak 
terbuka. Sanksi administrasi lainnya juga bisa diberikan berkaitan dengan tahapan 
pemilu. Misalnya ketika partai politik tidak melaporkan laporan keuangan sesuai 
dengan standar pelaporan, maka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) 
sebagai peserta pemilu. Selain sanksi administrasi, sanksi lain yang bisa 
diterapkan adalah sanksi pemidanaan khususnya jika partai politik tidak 
membuka laporan keuangan kepada public sebagaimana Pasal  15 UU KIP. 
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